PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUTFI
Jabatan . Kepala Kantor Imigrasi Kelas Il TPl Sabang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Meurah Budiman
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sabang, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

NSl
roﬂ;ﬁéurah Budiman
NIP. 19680304 199103 1 001 NIP. 19691222 199103 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS 1l TPI SABANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
) (2) 3) 4)
1. Memastikan pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap | 3,25 (Indeks)
publik di bidang hukum Layanan Publik Bidang Hukum.
sesuai dengan asas
penyelenggaraan
pelayanan publik
2. | Ikut berperan serta dalam | Indeks Pengamanan Keimigrasian 3,13 (Indeks)
menjaga stabilitas
keamanan dan kedaulatan
NKRI
3. | Membangun budaya kerja | Nilai Reformasi Birokrasi. 87
yang berorientasi kinerja
organisasiyang Nilai Akuntabilitas Kinerja 92
berintegritas, efektif dan
efisien
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
1) (2) 3) 4)
1. | Meningkatnya Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 3,25 (Indeks)
Masyarakat atas Layanan | Layanan Keimigrasian
Keimigrasian
2. | Meningkatnya Stabilitas Indeks Pengamanan Keimigrasian 3,13 (Indeks)
Keamanan melalui
Pencegahan,
Pengawasan, dan
Penindakan Keimigrasian
3. | Mewujudkan Tata Kelola Layanan Tata Kelola Pemerintah yang yang 1 Layanan

Pemerintahan yang Efektif
dan Efisien di Lingkungan
Kementerian Hukum dan
HAM dengan
Mengoptimalkan Kualitas
Layanan Berbasis TI

Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen
Imigrasi




No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target

1) 2 3 4

1. | Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap | 3,25 (Indeks)
pelaksanaan tugas dan Layanan Keimigrasian di Wilayah
fungsi keimigrasian di Indeks Pengamanan Keimigrasian di | 3,13 (Indeks)
Wilayah Wilayah

2 Meningkatnya Layanan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah 3,13 (Indeks)
Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis lainnya
di Wilayah

Kegiatan Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 1.252.443.000,-

Penyelenggaraan Fungsi
Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Pengkoordinasian, Pelayanan dan | Rp. 1.252.443.000,-

Program Dukungan Manajemen

Rp. 3.903.521.000,-

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi Rp. 3.903.521.000,-

&

/e? A L
ala Kémor Wilayah Aceh

\\Elhak Kedua,

— Meurah Budiman

NIP. 19680304 199103 1 001

Sabang, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
antor Imigrasi Kelas Il TPl Sabang

NIP. 19691222 199103 1 001




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS 1l TPI SABANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUTFI
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Sabang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Sabang, 02 Januari 2023

kepala Kantor Imigrasi Kelas Il TP1 Sabang
WEPALL4




MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2020-2024

Menimbang

Mengingat

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024, penyusunan dokumen
penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja serta
pemantauan dan pengendalian kinerja perlu dilakukan penyempurnaan/
penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, sebagai alat ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran
strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
Peraturan Menteri Hukum.dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA  TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2020-2024.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan
Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana

Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih
menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk

mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Hal-hal yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.04 TAHUN 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, serta
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini akan

diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Mei 2021

S MENTERI HUKU

L) 8
N

AK ASAS|I MANUSIA




LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
: M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2021

NOMOR

TANGGAL : 07 Mei 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2020

SASARAN | PENANGGUNG
el STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR ECRMULUFSHE ERHIBUNOAN JAWAB
591 Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang

berkeadilan. bermanfaat dan berkepastian hukum
Jumlah peraturan perundang-undangan yang
1 | terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk
peraturan perundang-undangan
Persentase pasal peraturan perundang-undangan Jumlah pasal yang dikabulkan dalam pengujian di MK dibagi
2 | prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Total jumlah pasal dalam Undang-Undang Prakarsa
Mahkamah Konstitusi Pemerintah yang sudah putus dikali 100 %
P12 | Program Pembinaan Hukum Nasional BPHN
PR
SE}‘ Terwujudnya Pembinaan Hukum
Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi . . . ;
hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan nglah rekomendasi _hasn analisis dan evaluasi hukum yang
1 eavsunaARdak e bbart s Ak dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen
Easi{)nal P g pembangunan hukum nasional
Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program | Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program
o Penyusunan PP. Program Penyusunan Pepres Penyusunan PP. Program Penyusunan Pepres yang sesuai
yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Nasional Nasional
3 Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi
informasi hukum yang terintegrasi hukum yang terintegrasi
4 Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh
seluruh wilayah wilayah
5 Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang
memperoleh Bantuan Hukum memperoleh Bantuan Hukum
1610 | Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Terintegrasinya anggota jaringan secara online dan
SK 1 terkelolanya data hukum yang terintegrasi dalam sistem
jaringan informasi hukum nasiona
Jumlah anggota Jaringan Hukum yang terintegrasi J ; . ;
: ? ; - umlah anggota Jaringan Hukum yang terintegrasi secara
1 | ecam onlm_e dalam Sistem Jaringan Informasi online dalam Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional
Hukum Nasional
Jumlah Data Hukum Yang Dikelola dan Terintegrasi ; ; :
- : c Jumlah Data Hukum Yang Dikelola dan Terintegrasi Dalam
2 ,E’f'a.”‘ Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional
asional
1611 | Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
SK 2 Tersusunnya rekomendasi analisis dan evaluasi hukum
dan dokumen pembangunan hukum nasional
Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan : ; - )
1 | Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan JHTJTL?:: gg;;g?ggf:ﬁ?zg?:f;rigé?;::i's darr:Evaluas:
Pembangunan 9 ! angunarn
9 Jumlah Penyusunan SOP mengenai tindak lanjut Jumlah Penyusunan SOP mengenai tindak lanjut hasil
hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum
1612 Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan
Pelaksanaan Bantuan Hukum
Meningkatnya kualitas desa sadar hukum. penyuluhan
SK 3 | dan penyuluh hukum serta pelaksanaan bantuan hukum
untuk orang/kelompok masyarakat miskin
1 Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum yang Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum yang terbentuk di
terbentuk di setiap wilayah setiap wilayah
2 | Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan
3 Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan
Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah Hukum di Seluruh Kantor Wilayah
4 | Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk




SASARAN PENANGGUNG
NO. STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR A S RERHITUNG AN JAWAB
5 Jumlah Media Penyuluhan dan Bantuan Hukum Jumlah Media Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang
yang terbentuk terbentuk
6 Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang
memperoleh bantuan hukum memperoleh bantuan hukum
1613 | Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional
Tersusunnya dokumen perencanaan pembentukan
SK 4 | peraturan perundang-undangan. naskah akademik dan
penyelarasan naskah akademik
Jumlah Dokumen Program legislasi dan Jumlah Dokumen Program legislasi dan terlaksananya
1 | terlaksananya fasilitas program legislasi fasilitas program legislasi daerah/program pembentukan
daerah/program pembentukan peraturan daerah peraturan daerah
2 | Jumlah Naskah Akademik RUU yang dihasilkan Jumlah Naskah Akademik RUU yang dihasilkan
3 | Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
1614 :
Lainnya BPHN
SK5 Terdukungnya Layanan Program Pembinaan Hukum
Nasional
1 Jumlah dokumen rencana program dan anggaran Jumlah dokumen rencana program dan anggaran yang
yang akuntabel dan tepat waktu akuntabel dan tepat waktu
2 Jumiah layanan keuangan yang akuntabel dan Jumlah layanan keuangan yang akuntabel dan transparan
transparan
3 | Jumlah layanan data dan informasi BPHN Jumlah layanan data dan informasi BPHN
4 | Jumlah layanan reformasi birokrasi BPHN dan SPIP | Jumlah layanan reformasi birokrasi BPHN dan SPIP
Jumlah layanan pembinaan dan pengembangan Jumlah layanan pembinaan dan pengembangan aparatur
5 | aparatur BPHN dengan didukung administrasi yang | BPHN dengan didukung administrasi yang akuntabel dan
akuntabel dan tepat waktu tepat waktu
Jumlah layanan pembangunan citra positif BPHN Jumlah layanan pembangunan citra positif BPHN
6 | administrasi kerjasama dan terselenggaranya administrasi kerjasama dan terselenggaranya sistem
sistem penatausahaan dan kearsipan BPHN penatausahaan dan kearsipan BPHN
7 Jumlah layanan pengelolaan BMN yang akuntabel Jumlah layanan pengelolaan BMN yang akuntabel dan
dan transparan transparan
8 Jumlah layanan dukungan sarana dan Jumlah layanan dukungan sarana dan
prasarana/gedung/bangunan prasarana/gedung/bangunan
Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan . .
9 perkantoran Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran
5256 | Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
SK 6 | Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah
1 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang
yang memperoleh bantuan hukum litigasi memperoleh bantuan hukum litigasi
2 Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau
atau Kelompok masyarakat miskin Kelompok masyarakat miskin
3 jms@;x MERWEGER PolaksanEEm Danuan Nk Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah
4 | Jumliah penyuluhan hukum di daerah Jumlah penyuluhan hukum di daerah
5 Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk | Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum
hukum daerah daerah
6 jgr[ﬁilh L Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN
P04 ' Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian | Balitbang Hukum
Hukum dan HAM dan HAM
SP04- | Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum
01 dan Hak Asasi Manusia berbasis riset
Persentase rekomendasi hasil penelitian dan Y rekomendasi yang dimanfaatkan e
1 pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan Erekame"dusi yang dihasilkan x100%
perumusan kebijakan oleh unsur-unsur organisasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
1619 | Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan
SK 1 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung

Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Presentase Peningkatan Layanan Dukungan

I pegawai yang mendapat layanan dukungan manajemen x 100%

1 | Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan .
Hukum dan Hak Asasi Manusia i i
2 Persentase Perencanaan yang Tepat Sasaran dan

Peningkatan Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi




NO

SASARAN

STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR

FORMULUASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB

2 capafan kinerja fahun sekarang (n) - Z capaian kinerja tahun sebelumnya (n-1) x100%
Z capaian kinerja tahun sebelumnya (n-1)

5248

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM di Wilayah

SK 2

Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan
penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi
manusia

1

Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah
sebagai bahan penelitian dan pengembangan
hukum dan hak asasi manusia

Zrekomendasi yang dimanfaatkan
5 rekemendasi yang dihasilkan

x100%

SK 3

So

sialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi

manusia di wilayah

1

Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak
asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak
asasi manusia yang disosialisasikan

5854

Penelitian dan Pengembangan Hukum

SK 4

Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hukum dalam penyusunan perumusan
kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Persentase rekomendasi hasil litbang pusat
penelitian dan pengembangan hukum yang
dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai
bahan pembentukan hukum nasional dan
perumusan kebijakan

Y rekomendasi yang dimanfaatkan
zrekomend’m‘i yang dihasilkan

x100%

5855

Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

SK5

Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hak asasi manusia dalam penyusunan
perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Persentase rekomendasi hasil litbang pusat
penelitian dan pengembangan hak asasi manusia
yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
sebagai bahan pembentukan hukum nasional dan
perumusan kebijakan

X rekomendasiyang dimanfaatkan
5 rekomendasi yang dihasilkan

x100%

5856

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

SK 6

Termanfaatkannya rekomendasi hasil pengkajian dan
pengembangan hukum dan hak asasi manusia dalam
penyusunan perumusan kebijakan teknis Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan
pengembangan pusat pengkajian dan
pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan oleh
pemangku kepentingan dalam pengambilan
kebijakan Teknis Subtansi dilingkungan
Kementerian Hukum dan HAM.

T rekomendasi yang dimanfaatkan
¥
El‘ekam:ndm‘iymlg dihasilkan

x100%

5857

Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum
dan Hak Asasi Manusia

SK7

Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data
penelitian hukum dan hak asasi manusia dalam
penyusunan perumusan kebijakan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan
pengembangan pusat pengkajian dan
pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan oleh
pemangku kepentingan dalam pengambilan
kebijakan Teknis Subtansi dilingkungan
Kementerian Hukum dan HAM.

Y rekomendasi yang dimanfaatkan
Ej'ekomendasi yang dihasilkan

x100%

SK 8

Pu

blikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum

dan hak asasi manusia

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum
dan hak asasi manusia yang dipublikasikan dalam
jurnal

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak
asasi manusia yang dipublikasikan dalam jurnal

SK9

Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian
hukum dan hak asasi manusia

1

Jumlah layanan teknologi dan sistem informasi
penelitian hukum dan hak asasi manusia

Jumlah layanan teknologi dan sistem informasi penelitian
hukum dan hak asasi manusia

P06

Program Pembentukan Hukum

Ditjen Peraturan
Perundang-
Undangan

SP06-
01

Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang
berkualitas

Persentase (%) rancangan peraturan perundang-

Jumlah penyusunan RPUU dibagi dengan target

1 | undangan yang diselesaikan sesuai dengan foalis .
perencanaan penyusunan RPUU dikalikan 100 %

2 Jumlah tenaga perancang peraturan perundang- Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang
undangan yang mendapatkan pembinaan mendapatkan pembinaan
Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang- ; ; g i

3 | undangan yang diselesaikan sesuai dengan jumlah penyelesaian harmonisasi Peraturan Perundang-

permohonan

undangan dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %




SASARAN PENANGGUNG
NO STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR N HRERHITLNCAN JAWAB
1598 Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan
Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan
SK 1 | Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi
Jumlah fasilitasi perancangan peraturan daerah T difasilitasi t
1 | yang diselenggarakan pada kantor wilayah d h ey driasiitast peancangan peratirar
Kemenkumham ek
Jumlah tersusunnya kebijakan teknis fasilitasi - : G o
2 | perancangan perda dan pembinaan perancang Jtérrglglii;:ert‘)uakan teknis fas|t||ta3| perancangan perda dan
peraturan perundang-undangan p altperaiicahg poie
3 Jumlah perancang peraturan perundang-undangan | Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang
yang mendapatkan pembinaan mendapatkan pembinaan
4 Jumlah dokumen tentang data dan informasi Jumlah dokumen tentang data dan informasi perancang
perancang peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan
1600 | Litigasi Peraturan Perundang-Undangan
Keterangan Presiden di persidangan Mahkamah
SK 2 Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung
dan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-
undangan melalui mediasi
Persentase (%) tersusunnya Keterangn Presiden di I em—————
% | ankamalhonsttusl dan.Jawaken: Femroln:al {(ermohon dibagi gen zn ae?n?oh‘:)rnan ginkal?l?ajna‘zlvgoa"/n
Mahkamah Agung grdenganp o
2 Persentase (%) terlaksananya pendampingan jumlah pendampingan persidangan di MK dibagi dengan
persidangan di Mahkamah Konstitusi permohonan pendampingan dikalikan 100 %
SK 3 Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-
undangan melalui mediasi
s jumlah penyelesaian Peraturan Perundang-undangan
Persentase (%) penyelesaian sengketa Peraturan u o5 o T :
1 Perundang-undangan melalui mediasi n]ela.im jalur noon litigasi dibagi dengan jumlah permohonan
; dikalikan 100 %
1601 | Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
SK 4 | Rancangan Peraturan perundang-undangan
1 Jumlah rancangan undang-undang yang disusun jumlah RUU yang selesai disusun dalam satu tahun
sesuai dengan perencanaan anggaran
2 Jumlah rancangan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah RUU prakarsa Kemenkumham yang dibahas di DPR
yang dibahas di DPR dalam satu tahun anggaran
3 | Jumlah RUU KUHP/KUHAP yang dibahas di DPR jumlah RUU KUHP/KUHAP yang dibahas di DPR RI
4 Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah yang jumlah RPP yang selesai disusun dalam satu tahun
disusun sesuai dengan perencanaan anggaran
5 Jumlah konsepsi rancangan peraturan perundang- jumlah konsepsi RPUU yang selesai disusun
undangan
6 Jumlah Rancangan Peraturan Presiden yang jumlah Rpepres yang selesai disusun dalam satu tahun
disusun sesuai dengan perencanaan anggaran
Jumlah rancangan peraturan menteri hukum dan ; .
7 | HAM yang diselaraskan sesuai dengan jumlah Rpermen yang selesai penyelarasan dalam satu
tahun anggaran
perencanaan
1602 Pengundangan. Penerjemahan dan Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan
Peraturan perundang-undangan yang diundangkan.
SK 5 | diterjemahkan dan dipublikasikan sesuai dengan
permohonan
Jumlah peraturan perundang-undangan yang diundangkan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan
1 Persentase (%) peraturan perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara
yang diundangkan sesuai dengan pengajuan Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia dibagi dengan permohonan pengundangan
dikalikan 100%
Jumlah peraturan perundang-undangan yang
9 dipublikasikan. didokumentasikan sesuai dengan R e T,
yang diundangkan dan jurnal legislasi nasional yang ) 9 yang
diterbitkan
Jumlah peraturan perundang-undangan dan J ¢ it
; : : £ umlah peraturan perundang-undangan yang disajikan
3 |nform'aS| hUkl:llTl yang dapat diakses melalui web dalam website resmine Ditjen PP
sesuai yang diundangkan
a Jumlah peraturan perundang-undangan yang Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan
diterjemahkan sesuai dengan permohonan sesuai dengan permohonan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
1603 = o
Lainnya Ditjen PP
Terwujudnya layanan kesekretariatan untuk menunjang
SK 6 | tugas fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan
1 | Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon | Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon |

Jumlah layanan internal (overhead)

Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon |




NO

SASARAN
STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR

FORMULUASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB

3 | Jumlah bulan layanan perkantoran

Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon |

5250

Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di
Wilayah

SK7

Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

1 Jumlah rancangan peraturan daerah yang
terfasilitasi

Jumlah rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan
harmonisasi PUU

SK 8

Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan
perundang-undangan

1 Jumlah perancang peraturan perundang-undangan
di daerah yang mendapatkan pembinaan

Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang
mendapatkan pembinaan

5851

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang
Polhukamkesra

SK9

Meningkatnya kualitas Harmonisasi Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukamkesra

Persentase (%) terselesaikannya rancangan

1 peraturan perundang-undangan bidang
polhukamkesra yang harmonis sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU bidang
polhukamkesra dibagi permohonan harmonisasi dikalikan
100 %

5852

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang
Perekonomian

SK 10

Meningkatnya kualitas Harmonisasi Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian

Persentase (%) terselesaikannya rancangan
1 peraturan perundang-undangan bidang
perekonomian yang harmonis sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah.
cepat. dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 | terhadap Pelayanan publik di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM

Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU bidang
perekonomian dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100
%

Hasil Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM

2 | Jumlah Desa sadar hukum yang terbentuk

Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh
wilayah

Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal
3 | balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai
negara penerima maupun negara pemohon

Jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah
pidana yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan
bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang masuk
ditambah jumlah permintaan ekstradisi yang ditindaklanjuti
dibagi jumlah permintaan ekstradisi yang masuk dikali
100%

P07 | Program Administrasi Hukum Umum Ditjen AHU
SPO07- | Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi
01 Hukum Umum yang berkepastian hukum
; o ; Jumlah layanan administrasi hukum umum yang
1 Eﬁﬁ ?tj\;igengﬁlesiﬁg Iiizginhﬂﬁum;mas' diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan
yang P administrasi hukum umum yang masuk dikali 100%
1573 | Administrasi Hukum Perdata
SK 1 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi
hukum perdata yang berkepastian hukum
Persentase penyelesaian layanan di bidang Jumlah layanan di bidang administrasi hukum perdata yang
administrasi hukum pidana yang berkepastian diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan
hukum yang masuk pada Direktorat Perdata dikali 100%
1574 | Administrasi'Hukum Pidana
SK 4 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi
hukum pidana yang berkepastian hukum
Persentase penyelesaian layanan di bidang Jumlah layanan di bidang administrasi hukum pidana yang
administrasi hukum pidana yang berkepastian diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan yang masuk
hukum pada Direktorat Pidana dikali 100%
1575 | Administrasi Hukum Tata Negara
SK 6 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi
hukum tata negara yang berkepastian hukum
Persentase penyelesaian layanan di bidang Jumlah layanan di bidang administrasi hukum tata negara
administrasi hukum tata negara yang berkepastian yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan yang
hukum _ masuk pada Direktorat Tata Negara dikali 100%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
1576 =
Ditien AHU
SK 9 Terwujudnya Sekretariat Ditien Administrasi Hukum

Umum yang responsif. efektif dan efisien

1 | Indeks RB Ditjen AHU

Hasil Penilaian terhadap Penerapan Reformasi Birokrasi
Ditien AHU

2 | Nilai SAKIP Ditjen AHU "Baik

Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja pada Ditjien AHU




SASARAN

PENANGGUNG

NO | STRATEGIS/IPROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR RORMULUASIRERHITUNGAN JAWAB
o Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan (LK)
3 | Laporan Keuangan Ditjen AHU yang Akuntabel Ditjen AHU yang tepat waktu
" Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan Jumlah pegawai yang puas terhadap kepegawaian dibagi
kepegawaian Ditjien AHU jumlah pegawai yang memberikan penilaian dikali 100%
5 | Citra Positif Pemberitaan Ditjen AHU Jumlah pemberitaan positif mengenai Ditjen AHU di media
6 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hasil Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Ditjen
Ditjen AHU AHU
7 Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan i:mlrz;h r;]ntegawai ya;_g puas tTr:adap Iaygnan umumbdapk
umum dan kerumahtanggan Ditjen AHU ELmaIvanggaan ,,' aghlmian pegawal yang msmperikan
penilaian dikali 100%
Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi
5850
Hukum Umum
SK 10 Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) Ditjen administrasi hukum umum
1 Persentase tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Jumlah kebijakan tata kelola yang dipatuhi dibagi jumlah
Ditjen AHU seluruh tata kelola TIK Ditjen AHU dikali 100%
2 Persentase tingkat ketersediaan layanan TIK Ditien | Jumiah waktu layanan yang tersedia dalam satu tahun
AHU dibagi jumlah waktu dalam satu tahun dikali 100%
3 Persentase layanan TIK Ditien AHU yang Jumlah layanan TIK yang dikembangkan dibagi jumlah
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan seluruh kebutuhan layanan TIK dikali 100%
5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di
Wilayah
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum
SK 11 o
di wilayah
; oy ¢ Jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun
1 F’ersent;se. peningiatan PNBP. Adminkast Hukdm sebelumnya, dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya, dikali
Umum di wilayah %
100%
SK 12 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW.
MPW dan MPD
Persentase penyelesaian laporan pengaduan Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan
1 | masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang
dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah masuk dikali 100%
SK 13 | Terwujudnya layanan BHP yang berkepastian hukum
. ; Jumlah permohonan layanan Balai Harta Peninggalan yang
1 Sgﬁﬁnt?:npegry,eigzﬁn ;3;':'3;“33? Han diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan
99 yang P Balai Harta Peninggalan masuk dikali 100%
SP07- | Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan Tepat
02 Sasaran
Jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah
Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam pidana yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan
1 | masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang masuk
ditindaklanjuti ditambah jumlah permintaan ekstradisi yang ditindaklanjuti
dibagi jumlah permintaan ekstradisi yang masuk dikali 100%
1572 | Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
SK 2 Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum
Internasional yang integratif
S— : Jumlah rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang
1 cl:ef;_s;ntasg rskon:e{adasu (ka"?nl tda;?ﬁglaagil.'jz) ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi yang
i bidang Hukum Internasional yang diti j dinasilkan dikali 100%
Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia
SK 3 | dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum
Internasional yang Responsif dan Progresif
= t rkara di Forum Internasional yan Jumlah perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti
1 d%rs(;ankiase. Fz.e are, al For 8 yang dibagi jumlah penunjukan penanganan perkara di Forum
tindaxianjutl Internasional yang diterima AHU dari Presiden dikali 100%
Terwujudnya penyelenggaraan layanan atase hukum di
SK 4 :
Malaysia
; i 8 Jumlah permohonan bantuan hukum di bidang
1 }lzersentase pembe”ag bs&‘ma; rr\}luaki:n;ig] b;c;ang kewarganegaraan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh
meeﬁ;lzﬁ?nggr:?sirraf;nahukum : ysia yang permohonan bantuan hukum di bidang kewarganegaraan
| P _ yang masuk dikali 100%
PO8 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Ditjen
Pemasyarakatan Pemasyarakatan
SP08- | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan
01 Pemasyarakatan
1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan
pemasyarakatan Pemasyarakatan dengan metode survey eksternal
1578 Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi
Informasi dan Kerja Sama
Meningkatnya Dukungan Tl Terhadap Layanan
SK 1 | Pembinaan. Pembimbingan. Perawatan. Keamanan

Ketertiban dan Pengelolaan Basan Baran

1

Jumlah layanan pemasyarakatan yang berbasis Tl

Jumlah layanan pemasyarakatan yang berbasis Tl yang
diselesaiakan

Persentase data tahanan dan narapidana yang
terverifikasi

Jumnlah Data Tahanan dan Narapidana yang terverifikasi
dibagi Jumlah Total Tahanan dan Narapidana dikali 100%




SASARAN PENANGGUNG
NO STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR RO RN D ASIRERHITUNGAN JAWAB
SK 2 | Meningkatnya Layanan Kerja Sama Pemasyarakatan
Jumlah MoU. PKS. dan bentuk kesepakatan lain 5 .
1 | terkait kerjasama Pemasyarakatan yang i‘"?"a“ Mog. PKS. dar; btentuk kefft‘?a;a;?n !auj terkalt
ditindaklanjuf erjasama Pemasyarakatan yang ditindaklanjuti
2 Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan Jumlah UPT Pemasyarakatan yang menerapkan standar
layanan kerja sama sesuai standar layanan kerjasama
SK 3 Meningkatnya kualitas data pelaksanaan dipertukarkan
pada SPPT berbasis Tl di UPT
1 Jumlah wilayah yang melaksanakan pertukaran Jumlah wilayah yang melaksanakan pertukaran data SPPT-
data SPPT-TI Ti
Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia
SK 4 operator SDP di UPT dan Divisi Pemasyarakatan
khususnya dalam pelaksanaan program di bidang
teknologi informasi dan kerja sama
Jumlah wilayah yang melak‘s:':\r)akan bimtek SPPT- Jumlah wilayah yang melaksanakan bimtek SPPT-TI kepada
1 | T kepada Operator SDP Divisi dan UPT Operator SDP Divisi dan UPT Pemasyarakatan
Pemasyarakatan
1579 Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan
Rehabilitasi
SK5 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan dan
Rehabilitasi pada UPT Pemasyarakatan
: Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan
Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang P :
pelayanan perawatan kesehatan dan rehabiltasi sesuai
T | mopdepaticin ceiayanan parewatai kesepatarn.dan standar dibagi Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan dikali
rehabiltasi sesuai standar 100% 9 9 Y
0
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan
1581 | Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan
Barang Rampasan Negara
SK 6 | Meningkatnya tata kelola pelayanan tahanan
Jumlah Tahanan yang mendapatkan perawatan dan
1 zs;segftaiz%rtzm:t?:s{::ggﬁgid ggrz:ﬂ;ing:;zv;?tan pengadministrasian sesuai dengan standar dibagi Jumlah
peng g Tahanan dikali 100%
SK7 Persentase basan baran yang dikelola dengan baik
sesuai standar
1 Persentase basan baran yang dikelola dengan baik Jumlah Basan Baran yang dikelola sesuai standar dibagi
sesuai standar jumlah basan baran dikali 100%
1583 Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan
Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan
SK 8 Meningkatnya layanan dukungan manajemen pada
seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan
1 | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
2 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3 | Nilai Maturitas SPIP Penialian Maturitas SPIP
4 Satuan kerja yang mendapatkan predikat Jumlah Satuan kerja yang mendapatkan predikat
WBK/WBBM WBK/WBBM
SK 9 | Layanan Sarana dan Prasarana Internal
1 | Jumlah Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Bermotor
2 | Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
3 | Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
4 | Jumlah Gedung/Bangunan Jumlah Gedung/Bangunan
SK 10 | Layanan Perkantoran
1 | Jumlah Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran
Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.
SK 11 | Lembaga Pembinaan Khusus Anak. dan Balai
Pemasyarakatan
1 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan
Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Perempuan (LPP)
2 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus
Khusus Anak (LPKA) Anak (LPKA)
3 ijé"g;:z)up-r Fembangunan: Balat Pemasyarakatan Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)
5252 | Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah
SK 12 Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT

Pemasyarakatan di wilayah




SASARAN PENANGGUNG
NO | STRATEGISIPROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR RN S R ERMITUNGAN JAWAB
Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang Jumlah UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi
1 | disupervisi dalam pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai
pemasyarakatan di wilayah sesuai standar standar dibagi Jumlah UPT Pemasyarakatan dikali 100%
SK 13 Meningkatnya Pelayanan Perawatan
Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar
Persentase Narapidana/Tahanan yang Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan
1 | mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai
kesehatan lingkungan sesuai standar standar dibagi Jumlah Narapidana/Tahanan dikali 100%
Persentase Narapidana/Tahanan yang Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan
2 mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan
dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai kesehatan sesual standar dibagi Jumlah
standar Narapidana/Tahanan dikali 100%
Persentase Narapidana/Tahanan yang Jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan
3 | mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai
khusus dan rehabilitasi sesuai standar standar dibagi Jumlah Narapidana/Tahanan dikali 100%
4 Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan
layanan rehabilitasi rehabilitasi
SK 14 Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai
standar
Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan | Jumlah Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi
1 | administrasi tahanan, bantuan hukum dan tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai
bimbingan kegiatan sesuai standar standar dibagi Jumlah Tahanan dikali 100%
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di
SK 15 ; ;
wilayah sesuai standar
Persentase basan baran yang mendapatkan Jumlah basan baran yang mendapatkan pelayanan
1 | pelayanan administrasi dan pengelolaan basan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar
baran sesuai standar dibagi Jumlah Basan baran dikali 100%
SK 16 | Meningkatnya Kapasitas Hunian
1 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan
Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Perempuan (LPP)
2 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus
Khusus Anak (LPKA) Anak (LPKA)
3 ‘(Jg:[.)l:g)UPT Fembangunan Balal Femasyerakalan Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)
4 | Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan
SK 17 Terselenggarannya Dukungan Layanan Manajemen

Satker

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran
1 | UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang
akuntabel dan tepat waktu

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT
Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat
waktu

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah

- Kerumah tanggaan yang sesuai standar tanggaan yang sesuai standar

3 Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai | Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai denga
dengan kompetensi kompetensi '

4 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan

laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

| Terselenggaranya penegakan hukum di bidang
Keimigrasian. Pemasyarakatan. dan Kekayaan

Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi
masyarakat;

Persentase rata-rata tingkat penyelesaian
1 | permasalahan hukum bidang pemasyarakatan.
keimigrasian. dan kekayaan intelektual

,_i“tﬂlrek,tlr‘?l dikali 1 00%

keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Jumlah rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum
bidang pemasyarakatan. keimigrasian. dan kekayaan

intelektual dibagi jumlah tingkat penyelesaian permasalahan
hukum bidang pemasyarakatan. keimigrasian. dan kekayaan

o0s | Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Ditien’
= | Pemasyarakatan B _ Pemasyarakatan
SP08- | Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien
02 Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri
Persentase Narapidana/Anak dan Klien Jumlah Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan yang
1 | Pemasyarakatan yang Berdaya Guna Setelah Berdaya Guna Setelah Bebas dibagi Jumlah Klien dikali
Bebas 100%
1580 Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Narapidana dan
Latihan Kerja Produksi
SK1 Meningkatnya kualitas pembinaan narapidana
Jumlah narapidana yang mendapatkan layanan program
. integrasi sosial (PB, CB, CMB) dibagi Jumlah Narapidana
Persentase narapidana yang mendapatkan layanan e : ; i :
1 program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB) yang memenuhi syarat substantive dan adm_lntstratn{e un.tuk
diusulkan mendapatkan layanan program reintegrasi sosial
(PB, CB, CMB) dikali 100%
9 Persentase narapidana yang bekerja pada industri Jumlah narapidana yang bekerja di lapas industri dibagi total
di Lapas narapidana di lapas industri dikali 100%
1577 Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan
Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Serta Perlindungan
SK 2 Dari Kekerasan dan Diskriminasi Dalam Rangka

Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Demi
Kepentingan Anak




SASARAN PENANGGUNG
NO STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR HORMULUASHEERHITUNGAN JAWAB
Persentase Anak yang Mendapatkan Hak-Haknya - ;
1 | Dalam Proses Pembinaan (Pendidikan dan égbrglaﬂfg?:ﬁiﬂg&?gﬁgﬁ? Fendidikan;dan Integrasl
Integrasi) g ¢
2 Persentase Anak yang Mendapatkan Jumlah Anak yang Mendapatkan Diversi dibagi Jumlah Anak
Pendampingan dan Diversi yang Mendapatkan Pendampingan dikali 100%
SK 3 Meningkatnya Layanan Bimbingan Kemasyarakatan
Bagi Klien Pemasyarakatan
Persentase Klien yang Mendapatkan Bimbingan Jumlah Klien yang Mendapatkan Bimbingan
1 | Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai Dengan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai Dengan Standar
Standar dibagi Jumlah Klien dikali 100%
5252 | Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di
SK4 . 4
wilayah sesuai standar
. Jumlah Narapidana yang mendapatkan pembinaan
Persentase Narapidana yang mendapatkan P : S : oz
1 pembinaan kepribadian sesual standar l;gg;r/badlan sesuai standar dibagi Jumlah Narapidana dikali
0
; Jumlah Narapidana yang mendapatkan pelayanan
Persentase Narapidana yang mendapatkan i ; ; : S
2 pelayanan administrasi narapidana sesuai standar admm]stram n‘ara‘pldar;a sesuai standar dibagi Jumlsh
Narapidana dikali 100%
Jumlah Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi
: (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai
Persentase' Naraplcfiana.yaing.mendapatkan standar dibagi Jumlah Narapidana yang memenusi syarat
3 | pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan b ive d dmini h k diusulk
endayagunaan TPP sesuai standar substantive dan a mlnlstr_atlve un_tu liusulkan
p mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB)
dan pendayagunaan TPP dikali 100%
Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan Jumlah Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan
4 | keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai dan kegiatan kerja produksi sesuai standar dibagi Jumlah
standar Narapidana dikali 100%
SK5 Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien
pemasyarakatan di wilayah sesuai standar
1 Persentase klien yang mendapatkan pelayanan Jumlah Klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai
registrasi sesuai standar standar diabgi Jumlah Klien dikali 100%
2 Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan | Jumlah Klien yang mendapatkan pembimbingan dan
dan Pengawasan sesuai standar Pengawasan sesuai standar dibagi Jumlah Klien dikali 100%
Jumlah anak yang mendapatkan pendampingan anak
3 P:rzzzr;ga?: a;:]a: n‘::(”gergf :id:tgﬁg(:rn sesuai standar dibagi Jumlah Anak yang Ber4hadapan
P ping dengan Hukum dikali 100%
SK6 Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan
Anak di wilayah sesuai standar
1 Persentase anak yang mendapatkan pelayanan Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai
registrasi sesuai standar standar dibagi Jumlah Anak dikali 100%
Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan
2 | pelatihan keterampilan dan pengentasan anak keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar dibagi
sesuai standar Jumlah Anak dikali 100%
SP08- | Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana.
03 Anak dan Klien Pemasyarakatan
s s Jumiah Residivis pada Taghun berjalan dibagi Jumlah
1 | Menurunnya Persentase Residivis Narapidana
1582 Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan
Ketertiban
SK 1 Memberikan perlindungan dan keamanan bagi
masyarakat maupun pelaku kejahatan
p t d d et i T 08 Jumlah pengaduan dan pelanggaran kode etik
1 erserl1 i pengaPuan al p: t 99 penyelenggaraan Pemasyarakatan yang diselesaikan sesuai
ggn}l/e erjsgaraan ‘eTaasdya:‘ra Sk L standar dibagi Jumlah Pengaduan dan Pelanggaran Kode
iselesaikan sesuai standal Etik dikali 100%
5252 | Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah
SK 2 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di
wilayah sesuai standar
1 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar digai
standar jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%
2 Persentase pencegahan gangguan keamanan dan E UPT Yang Tidak Mengalami Gangguan Kamtib 1009
pemeliharaan keamanan sesuai standar X UPT yang Melaporkan Hasil Pemetaan * %
Potensi Kerawanan
e Jumlah Gangguan Keamanan yang Ditindak dan
3 P'ersentase gangguan Keamansnyang dikadakdan Ditanggulangi dibagi Jumlah Gangguan Keamanan dikali
ditanggulangi sesuai standar 100%
Program Peningkatan Pelayanah dan Penegakan ; 7
G0 Hukum Keimigrasian Rlijetimigract
SF(;TIO' Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian
1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan
Keimigrasian keimigrasian dengan metode survey eksternal
1584 Pelayanan Dokumen Perjalanan. Visa dan Tempat
Pemeriksaan Imigrasi
SK 1 Terciptanya Keamanan dan Layanan Lalu Lintas
Keimigrasian serta Meningkatnya tempat pemeriksaan




SASARAN PENANGGUNG
NO STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR RORMULUASHEERHITUNGAN JAWAB
imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai
ketentuan
: Perhitungan target jumlah pelanggaran lalu lintas
1 Eerse.zntas.e Permnen Feiangganan:Laln Lintee keimigrasian tahun sebelumnya dibagi jumlah pelanggaran
eimigrasian 5 e ; A b
lalu lintas keimigrasian di tahun sekarang x 100%
2 Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Lalu Survei tingkat kualitas layanan lalu lintas keimigrasian pada
Lintas Keimigrasian satker keimigrasian
3 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Dokumen
Dokumen Perjalanan, Visa dan TPI Perjalanan, Visa dan TP!I
1586 | Pelayanan lzin Tinggal Keimigrasian
SK 2 Terciptanya Ketertiban Melalui Pelayanan Izin Tinggal
Keimigrasian
: G Jumlah WNA yang memperoleh izin tinggal sesuai
Persentase Pemberian Izin Tinggal Kepada WNA g R
1 Sesual Peruntukkannya ?ggﬁztukkannya dibagi jumlah WNA pemohon izin tinggal x
” i s Jumlah WNA yang memperoleh izin tinggal secara tepat
2 w;iﬁ‘ntase Penyelesalan Izin Tinggal yang Tepat waktu dibagi jumlah WNA yang permohonannya lengkap
secara administratif x 100%
1587 | Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian
SK 3 Terwujudnya Kerja Sama Keimigrasian Secara Tepat
Waktu dan Berkelanjutan
1 Persentase Kerja Sama Keimigrasian yang Jumlah kerjasama keimigrasian yang ditindaklanjuti dibagi
Ditindaklanjuti dan Diimplentasikan dengan jumlah seluruh kerja sama yang dilakukan x 100%
SK 4 Terselenggaranya Layanan Keimigrasian di Perwakilan
Rl dan Tempat Lainnya di LN yang terlaksana
1 Jumlah Layanan Fungsi Keimigrasian di Perwakilan | Jumlah Layanan Fungsi Keimigrasian di Perwakilan Rl dan
Rl dan Tempat Lainnya di LN Tempat Lainnya di LN
1589 Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi
Keimigrasian
SK5 Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi
Keimigrasian
1 ga%%ﬁit Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Menggunakan survey kepada stakeholder
1590 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditien Imigrasi
SK 6 | Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Eselon |
Persentase Peningkatan Layanan Manajemen dan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan realisasi
1 | Layanan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal anggaran dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan pada
Imigrasi DIPA dikali 100 %
SK 7 | Meningkatnya Layanan Perkantoran Ditjen Imigrasi
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan realisasi
1 | Persentase Peningkatan Layanan Perkantoran anggaran dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan pada
DIPA dikali 100%
5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian. Pelayanan
dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi
SK 8 | Pengkoordinasian. Pelayanan dan Penegakan Hukum
Keimigrasian di Wilayah
1 Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Fungsi Keimigrasian Pengawasan Fungsi Keimigrasian
SK9 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian
1 Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Survei tingkat kualitas layanan keimigrasian pada satker
Keimigrasian keimigrasian
SK 10 Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat
Pemeriksaan Imigrasi
1 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang
yang Dilakukan Dilakukan
SK 11 | Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker
1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tingkat kepuasan pengguna layanan kesekretariatan
Kesekretariatan Satker dengan metode survey
Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana
SK12
Internal
1 | Jumlah Layanan Internal Overhead Jumlah Layanan Internal Overhead
SK 13 | Terselenggaranya Layanan Perkantoran
1 | Jumlah Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran
SK 14 Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen

Satker




SASARAN PENANGGUNG
NO STRATEGIS/IPROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR R L S IRERTTUNGAN JAWAB
1 | Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker
SP10- : A >
02 Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian
i ; Perhitungan target jumlah pelanggaran tahun sebelumnya /
1 | Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian jumlah pelanggaran di tahun sekarang x keimigrasian
1585 | Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian
Meningkatnya Kualitas Informasi Intelijen Keimigrasian
SK1
yang Akurat
Pipssntass (himas lERea R almiarasianvan Jumlah informasi intelijen keimigrasian yang akurat dan
1 Akurat.dan Diindsklaniis ! 9 yang ditindaklanjuti dibagi seluruh informasi intelijen yang
| dihasilkan selama setahun dikali 100%
1588 Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana
Keimigrasian
SK 2 | Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian
1 Persentase Penanganan Pelanggaran Keimigrasian | Jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti secara tuntas
Secara Tuntas dibagi seluruh pelanggaran x100%
5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian. Pelayanan
dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
SK 3 | Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian
1 Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya / jumlah
Keimigrasian pelanggaran di tahun sekarang x 100%
SK 4 Meningkatnya Pengawasan Keimigrasian yang
Dilakukan Oleh UPT Imigrasi
1 | Jumlah Pengawasan Keimigrasian Jumlah Pengawasan Keimigrasian
SK5 Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan
oleh UPT Imigrasi
1 | Jumlah Pengawasan Keimigrasian Jumiah Pengawasan Keimigrasian
Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif
SK6 o 5 .
Keimigrasian yang Sesuai Ketentuan
1 | Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian
P09 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Ditjen Kekayaan
Intelektual Intelektual
SP09- | Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh
01 Indonesia
Selisih jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun
: . berjalan dengan jumlah permohonan kekayaan intelektual
1 | Peningkatan permohonan kekayaan intelektual tahun sebelumnya dibagi jumlah permohonan kekayaan
intelektual tahun sebelumnya dikali 100%
Selisih jumlah produk Kl yang dilindungi tahun berjalan
2 | Persentase Peningkatan Produk KI yang dilindungi | dengan jumlah produk Kl tahun sebelumnya dibagi jumlah
produk Kl tahun sebelumnya dikali 100%
Selisih jumlah pengaduan pelanggaran Kl di tahun
3 Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan sebelumnya dengan jumlah pengaduan pelanggaran Kl di
Intelektual tahun berjalan dibagi jumlah pengaduan pelanggaran Kl di
tahun sebelumnya dikali 100%
1591 | Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri
Terciptanya Pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri
SK1 .
yang Berkualitas
Jumlah permohonan Hak Cipta yang dicatat tepat waktu
1 | Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta dibagi target pencatatan Hak Cipta tahun berjalan dikali
100%
, . Jumlah permohonan Desain Industri yang diselesaikan tepat
2 if:(a’l;]s:trr}tase penyelesaian permohonan desain waktu dibagi target permohonan Desain Industri tahun
berjalan dikali 100%
Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang | Jumlah rekomendasi hukum yang diberikan kepada pihak
3 | digjukan pihak lain terkait dengan Hak Cipta dan yang meminta dibagi rekomendasi hukum yang diajukan
Desain Industri tahun berjalan dikali 100%
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan
1592
Kekayaan Intelektual
SK 2 Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai
nilai ekonomis
Selisih jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun
; berjalan dengan jumlah permohonan kekayaan intelektual
1 | Peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual tahun sebelumnya dibagi jumlah permohonan kekayaan
intelektual tahun sebelumnya dikali 100%
. jumlah peserta diseminasi yang mengalami peningkatan
Peningkatan pemahaman dan kesadaran Jin o i
2 masyarakat terhadap pentingnya periindungan K p_eme_ihamuan KI dibagi jumlah seluruh peserta diseminasi
dikali 100%
1593 | Penyelenggaraan Sistem Merek dan,Indikasi Geografis




SASARAN PENANGGUNG
NO | STRATEGISIPROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR FORMULUASIRERHITUNGAN JAWAB
SK 3 Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh
Indonesia
1 Jumlah merek dan indikasi geografis, yang jumlah permohonan merek yang diselesaikan sesuai dengan
dilindungi peraturan yang berlaku
Jumlah penyelesaian rekomendasi hukum yang . o .
2 | diajukan pihak lain terkait dengan Merek dan Junmlah rek_o;nendasu hukum yang diberikan kepada pihak
Indikasi Geografis yangmerma
1594 Penyelenggaraan Sistem Paten. Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Terlindunginya Paten. DTLST. dan RD di seluruh
SK 4 ;
Indonesia
. jumlah permohonan Paten, DTLST, dan RD yang
1 P:fimﬁjsdeuﬁi"mgkata” ratanILET, can RO diselesaikan tepat waktu dibagi target penyelesaian
yang 9 permohonan Paten, DTLST, dan RD dikali 100%
Jumlah penyelesaian rekomendasi hukum yang | ! o .
2 | diajukan pihak lain terkait dengan Paten, DTLST, jumlah rekgmenda& hukum yang diberikan kepada pihak
dan RD yang meminta
1596 Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan
Intelektual
SK 5 | Layanan Online Kekayaan Intelektual
Keberlangsungan dan keberfungsian layanan 1. Downtime
1 | teknologi informasi kekayaan intelektual 1 x 24 jam 2. Bug fix
x 365 hari 3. Error
9 Integrasi sistem teknologi informasi di bidang 1. Jumlah sistem teknologi informasi yang terintegrasi
kekayaan intelektual 2. Jumlah layanan kekayaan intelektual yang terintegrasi
1597 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya '
Ditien Kekayaan Intelektual
Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual
SK 6 : ; ;
yang responsif. efektif. dan efisien
1 | Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual Indeks penilaian Reformasi Birokrasi
Laporan Keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual ;
2 yang Akuntabel Menurunnya jumlah temuan
3 Persentase opini positif terhadap pemberitaan jumlah opini positif dibagi dengan jumlah berita yang keluar
terhadap DJKI di media dikali 100%
4 | SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen
Kekayaan Intelektual
et - —— Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen
5 | Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik' Keekayaan Intelektual nerdapatkan Niai Baik
Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada s ;
6 hasil SMART DJA Penilaian berdasarkan pada hasil SMART DJA
7 IIlndeks kepuasan layanan administrasi fasilitatif di Indeks penilaian
ingkungan DJKI
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan
8 | Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara
5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor
Wilayah
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang
SK 7 | berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan

HAM

1 Jumlah penyelesaian Penerimaan Permohonan
Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah

Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan
intelektual di tahun berjalan

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi
kekayaan intelektual oleh kantor wilayah

Terimplementasikannya kebijakan nasional yang
mendorong terwujudnya penghormatan. perlindungan
dan pemenuhan HAM;

Jumlah institusi pusat dan daerah yang
melaksanakan program aksi HAM

Jumlah stakeholder penerima diseminasi dan promosi
kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Kantor
Wilayah di tahun berjalan

(Jumlah Institusi pusat yang melaksanakan program aksi
HAM ditambah jumlah institusi daerah yang melaksanakan
program aksi HAM)

2 | Jumlah kabupaten/kota peduli HAM

Jumlah Kabupaten/Kota yang Peduli HAM sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang
Penetapan Kabupaten.Kota Peduli HAM pada Tahun 2019

Persentase rekomendasi penanganan dugaan
3 | pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi

(Jumlah kasus yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait
(jumlah surat tanggapan dari instansi terkait) dibagi dengan
target jumlah surat tanggapan yang telah ditetapkan

gialeiel . i | sejumiah 240 kasus) dikali 100% 7
P11 | Program Pemajuan HAM Ditien HAM
SP11- | Meningkatnya kebijakan pembangunan yang
01 berperspektif HAM

HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM

1 Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi

(Jumlah institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM
sesuai kesepakatan Aksi HAM dibagi seluruh institusi pusat
yang melaksanakan Aksi HAM) x 100%

2 Persentase institusi daerah yang melaksanakan
Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM

(Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM
sesuai kesepakatan Aksi HAM dibagi seluruh institusi
daerah yang melaksanakan Aksi HAM) x 100%




SASARAN PENANGGUNG
NO STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR RORMULUASTRERHITUNGAN JAWAB
: (Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM dibagi seluruh
3 | Persentase Kab/Kota Peduli HAM Kab/Kota) dikali 100%
(Jumiah kasus yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait
4 Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM | (jumlah surat tanggapan dari instansi terkait) dibagi dengan
yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan target jumlah surat tanggapan yang telah ditetapkan
sejumlah 240 kasus) dikali 100%
(Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil
Persentase instansi pemerintah yang Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan
5 | menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan publik berbasis HAM dibagi seluruh instansi pemerintah
HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM | yang memperoleh Diseminasi dan Penguatan HAM ) x
100%
Jumlah rekomendasi penanganan dugaan i
6 | pelanggaran HAM berat masa lalu secara non ‘:&"&T rekomendlafl priatgalial dggga’n pelanggaran
yudisial erat masa lalu secara non yudisia
R : (Jumlah Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi
7 z:rélen;ise drieet:(r?c;;::;dna_ﬁikebuakan HerpRrspsit jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun
yang J berjalan x 100%)
1604 | Diseminasi dan Penguatan HAM
Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang
SK 1 | menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM
dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM
(Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil
Persentase instansi pemerintah yang Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan
1 | menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan publik berbasis HAM dibagi seluruh instansi pemerintah
HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM | yang memperoleh Diseminasi dan Penguatan HAM ) x
100%
1605 | Pelayanan Informasi HAM
SK 2 Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang
digunakan oleh masyarakat
: 5 : Jumlah informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan
1 gie:JS::l:erxeollgﬁw: ss : : raallla(‘jtokumentam HAM yang oleh masyarakat / jumlah informasi dan dokumentasi HAM
g y yang tersedia x 100%
1606 | Kerja Sama HAM
SK 3 | Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti
. - - (Jumlah kerja sama HAM yang ditindaklanjuti dibagi jumlah
1 | Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti kerja sama HAM yang dijajaki) x 100%
SK 4 Meningkatnya jumlah institusi pusat dan daerah yang
melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM
¢ pa i .| (Jumlah institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM
1 5:‘;\3’162;22;25;::5;5:; itz\ig?HnAe'\lnaksanakan Ak sesuai kesepakatan Aksi HAM dibagi seluruh institusi pusat
P yang melaksanakan Aksi HAM) x 100%
o (Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM
2 zfsrfﬁlmszégﬁgtiuf ;S : ear::tggnagk;?ﬂzﬁanakan sesuai kesepakatan Aksi HAM dibagi seluruh institusi
P daerah yang melaksanakan Aksi HAM) x 100%
SK 5 | Meningkatnya jumlah Kab/Kota PeduliHAM
i (Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM dibagi seluruh
1 | Persentase Kab/Kota Peduli HAM Kab/Kota) dikali 100%
1607 | Pelayanan Komunikasi Masyarakat
SK 6 Meningkatnya jumlah dugaan pelanggaran HAM yang
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
(Jumlah kasus yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait
1 Persentase dugaan pelanggaran HAM yang (jumlah surat tanggapan dari instansi terkait) dibagi dengan
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan target jumlah surat tanggapan yang telah ditetapkan
sejumlah 240 kasus) dikali 100%
Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan
SK 7 | Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara
Non-Yudisial
Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan .
Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran
1 Pelqnggaran HAM Berat Masa Lall-secare Non: HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial
Yudisial
1609 | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
SK 8 Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya
pada Direktorat Jenderal HAM
y Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon | selama
1 | Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon | tahun berjalan
2 | Jumlah Layanan Internal (Overhead) Jumlah Layanan Internal (Overhead) selama tahun berjalan
3 | Jumlah Bulan Layanan Perkantoran Jumlah Bulan Layanan Perkantoran selama tahun berjalan
5255 Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah
SK 9 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan

program aksi HAM




SASARAN PENANGGUNG
NO | STRATEGISIPROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR FORMULUASHRERHITUNGAN JAWAB
1 Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM
program aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM
2 | jumlah kab/kota peduli HAM Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil
3 | hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik
pelayanan publik berbasis HAM berbasis HAM
SK 10 Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
1 Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Jumlah rekomendasi pelindungan dan pemenuhan HAM di
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah Wilayah
5853 | Analisa. Penyiapan dan Laporan Instrumen HAM
SK 11 Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan
berperspektif HAM yang ditindaklanjuti
A . (Jumlah Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi
1 Ei\r{\snen;z;se d‘;ﬁ:ﬂ%ﬂzﬁq‘i?' kebijakan berperspektif jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun
yang | p— berjalan x 100%) ,
: Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Ditien Kekayaan
P09 L g W= :
Intelektual Intelektual
SP09- | Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
02 Yang Berkualitas
1 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Kl sesuai jumlah kasus yang terselesaikan secara tuntas pada tahun
dengan ketentuan yang berlaku berjalan dibagi jumiah kasus yang masuk dikali 100%
1591 | Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri
SK 1 Terciptanya Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang
Hak Cipta dan Desain Industri
Persentase Rekomendasi Pelayanan Hukum di jumlah rekomendasi Hak Cipta dan Desain Industri yang
1 | Bidang Hak Cipta dan Desain Industri yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi Hak Cipta dan
ditindaklanjuti Desain Industri yang dihasilkan dikali 100%
1594 Penyelenggaraan Sistem Paten. Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Terciptanya rekomendasi pelayanan hukum di bidang
SK 2 | Paten. Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu
Jumlah penyelesaian pelayanan hukum di bidang
1 Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Jumlah rekomendasi Paten, Desain Tata Letak Sirkuit
Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan Terpadu, dan Rahasia Dagang yang ditindak lanjuti
peraturan perundang-undangan yang berlaku
SK 3 | Terwujudnya fasilitasi Komisi Banding Paten
Jumlah penyelesaian administrasi permohonan . - . .
1 | banding paten yang diselesaikan sesuai peraturan J:;glnah ap r? n‘é?éﬁi?ﬁgﬁg?'ms“asr BRFTEhpnan handing
perundang-undangan yang berlaku paien:yang ]
Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian
1595
Sengketa
SK 1 | Meningkatnya penegakan hukum Ki
1 | Peningkatan penyelesaian pelanggaran Kl secara
tuntas rumus 1
jumlah kasus yang terselesaikan secara tuntas pada tahun
berjalan dibagi jumlah kasus yang masuk dikali 100%
rumus 2
hasil rumus 1 tahun berjalan dikurangi hasil rumus 1 tahun
sebelumnya
Terselesaikannya penanganan pengaduan pelanggaran
SK2 | Lk
1 Persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran Jumlah kasus yang terselesaikan secara tuntas pada tahun
HKI di DJKI berjalan dibagi jumlah kasus yang masuk dikali 100%.
5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor
Wilayah
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang
SK 3 | kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian

hukum dan HAM yang handal

.| Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan
1 | pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan
oleh kantor wilayah

| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi

Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM R

1 | Indeks Reformasi Birokrasi

Jumlah kegiatan pencegahan dan pelanggaran Kekayaan
Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah di tahun
berjalan

Penilaian oleh MENPAN RB

2 | Indeks Integritas

Nilai survey persepsi integritas Kemenkumham

P01 Hr_ggram :Dl_._ikung'an.-Maﬂéjgrﬁeﬁ:;!ér‘lfiqlék'sa'r}_léah ; ‘fS.élslfefériat
| Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Jenderal
SPO01- | Meningkatnya layanan dukungan manajemen di
01 lingkungan Kementerian Hukum dan HAM




SASARAN PENANGGUNG
NO STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR FORMULUASIBERHITUNGAN JAWAB
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan g
4 Kementerian Hukum dan HAM Survey internal
2 | Nilai Reformasi Birokrasi Penilaian oleh MENPAN RB
3 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penilaian oleh MENPAN RB
1552 Hubungan Masyarakat. Hukum dan Kerja Sama
Kementerian Hukum dan HAM
Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan
SK1
HAM
_ - ; Jumlah opini positif pemberitaan Kementerian Hukum dan
1 Egﬁig{ii}:#ﬂELﬁﬁg';;e;lh:&a; ﬁ:;;:;erltaan HAM di media dibagi jumlah seluruh berita Kementerian
Hukum dan HAM di media x 100%.
N . Jumlah publikasi Kementerian Hukum dan HAM yang
2 P:':sir;t:'?:? p:gi'kaSI Kementerian Hukum dan HAM terintegrasi dibagi jumlah publikasi Kementerian Hukum dan
yang g HAM x 100%
1553 Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian
Kementerian Hukum dan HAM
Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya
SK2 :
Manusia
Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak Jumlah pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di
1 | yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan
Recruitment sampai dengan Retirement Retirement dibagi jumlah seluruh pegawai dikali 100%
2 | Indeks kepuasan Layanan Kepegawaian Survey internal
1554 Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Hukum dan HAM
SK 3 | Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien
1 Persentase Satuan Kerja yang mempunyai laporan Jumlah satker yang punya LK sesuai SAP dibagi total satker
keuangan sesuai standar akutansi pemerintahan dikali 100 % = (x-1)
; g Jumlah satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator
2 r;giegit:tsaessggtuan ketjeryang:mencapatian nisl Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93
dibagi dengan jumlah seluruh satuan kerja x 100%
Perencanaan. Penganggaran dan Pelaksanaan
1555 | Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah dan Berbasis Kinerja
SK 4 Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran
Kementerian Hukum dan HAM
Persentase Satuan Kerja yang memiliki Jumlah Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan
1 | perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil | Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART) dibagi
(SMART) jumlah seluruh Satuan Kerja dikali 100%
Persentase satuan kerja yang . ; :
2 | mengimplementasikan area perubahan Reformasi Jumiah sabuan kerja yang mengimplementasikan area
: A perubahan RB
Birokrasi
1556 Pengelolaan Barang Milik'Negara Kementerian Hukum
dan HAM
SK 5 Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM
Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung | (Jumlah BMN yang digunakan untuk mendukung tusi/jumlah
1 | tusi sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian seluruh BMN Kemenkumham) x 100%
Hukum dan HAM
Persentase menurunnya nilai temuan BMN di (Jumlah nilai temuan tahun (n-1) - n /jumlah nilai temuan n-
. lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 1)x 100 %
1557 Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
Kementerian Hukum dan HAM
SK 6 Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahan dan
kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM
Persentase pegawai vang puas atas layanan umum | Jumlah Satuan Kerja yang puas atas layanan umum internal
1 internal kesgkjgnan R " Kesekjenan dibagi jumlah seluruh Satuan Kerja dikali 100%
Persentase pegawai yang puas atas layanan Jumlah Satuan Kerja yang puas atas layanan perkantoran
2 perkantoran sekretariat jenderal dibagi jumlah seluruh Satuan Kerja dikali 100%
1558 Pen.geloiaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan

SK7

Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham.

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran

1 yang tepat sasaran. akuntabel dan transparan.

Menghitung jumlah dokumen perencanaan dan
penganggaran satker dibawah kanwil yang tepat sasaran.
akuntabel dan transparan.

Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan
tepat waktu.

Menghitung jumlah pegawai yang memperoleh layanan
kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.

3 Jumlah layanan keuangan yang akurat dan
akuntabel

Menghitung jumlah layanan keuangan yang akurat dan
akuntabel

4 Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai
kebutuhan

Menghitung jumlah asset BMN yang terpetakan sesuai
kebutuhan

5 Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan
akuntabel.

Menghitung jumlah layanan persuratan melalui sumaker
yang ditindaklanjuti.




NO

SASARAN

STRATEGIS/IPROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR

FORMULUASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB

kepada masyarakat secara tepat dan benar

6 Jumlah Layanan kehumasan yang terpublikasikan

Menghitung jumlah berita yang terpublikasikan kepada

masyarakat secara cepat dan benar

7 Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana
di kantor wilayah yang sesuai dengan kebutuhan

Menghitung jumlah sarana dan prasarana di Kantor Wilayah

yang sesuai kebutuhan

5849

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian
Hukum dan HAM

SK8

Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis
Elektronik

1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nilai Hasil survey

P03

Program PengaWasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

Inspektorat
Jenderal

SP03-

Meningkatkan sistem pengendalian internal yang
partisipatif dan profesional. dalam pelaksanaan
pengawasan intern yang efektif di lingkungan
KEMENKUMHAM

Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan

L Kemenkumham

Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian

Hukum dan HAM

2 | Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham

Laporan hasil Maturitas SPIP dari BPKP

1563

Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah |

SK 1

Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai
Quality Assurance dan Consulting

Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN

L Kemenkumham

Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP

1564

Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah ||

SK 2

Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai
Quality Assurance dan Consulting

Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN

1 Kemenkumham

Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP

1565

Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah [1I

SK 3

Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai
Quality Assurance dan Consulting

Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN

1 Kemenkumham

Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP

1566

Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV

SK 4

Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai
Quality Assurance dan Consulting

Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN

1 Kemenkumham

Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP

1567

Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V!

SK5

Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai
Quality Assurance dan Consulting

Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN

1 Kemenkumham

Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP

1568

Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI

SK6

Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai
Quality Assurance dan Consulting

Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN

1 Kemenkumham

Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP

SP03-
02

Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola
Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

1

Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal
"gg"

laporan hasil evaluasi SAKIP Kemenkumham

Persentase satuan kerja yang nilai capaian RB
minimal 90

laporan hasil evaluasi PMPRB Kemenkumham

Persentase satuan kerja yang berhasil memperoleh
predikat WBK/WBBM

hasil evaluasi satker WBK/WBBM dari kemenpanRB

Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM

hasil penilaian mandiri persepsi integritas kemenkumham

oleh ITJEN

1563

Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah |

SK7

Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk
Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam
Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

1

Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen
Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan
Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah |

Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen
risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL |




SASARAN PENANGGUNG
hO STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR RORMULEY Sl PERHITUNGAN JAWAB
Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Jumlah TL ITWIL | kepada satuan kerja terkait percepatan
2 | dalam waktu 30 hari kerja. setelah LHA dan Juktib penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL
diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL | dikali 100%
Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Jumlah TL ITWIL | kepada satuan kerja terkait percepatan
3 | dalam waktu 60 hari kerja. setelah LHA dan Juktib penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL
diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL | dikali 100%
Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7
4 waktu 7 hari kerja. setelah pengawasan (audit. hari kerja, dibagi total penugasan dikali 100%, dilingkungan
reviu. evaluasi. pengawasan lainnya) selesai ITWIL |
dilakukan. di Lingkungan ITWIL |
Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang
5 | Internal yang berhasil diusulkan memperoleh berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM
predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL | dilingkungan ITWIL |
1564 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah Il
Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk
SK 8 | Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam
Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen
1 | Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan | risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL Il
Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah 11
Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Jumlah TL ITWIL Il kepada satuan kerja terkait percepatan
2 | dalam waktu 30 hari kerja. setelah LHA dan Juktib penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL
diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL Il dikali 100%
Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Jumlah TL ITWIL Il kepada satuan kerja terkait percepatan
3 | dalam waktu 60 hari kerja. setelah LHA dan Juktib penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL
diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL II dikali 100%
Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7
4 waktu 7 hari kerja. setelah pengawasan (audit. hari kerja, dibagi total penugasan dikali 100%, dilingkungan
reviu. evaluasi. pengawasan lainnya) selesai ITWIL I
dilakukan. di Lingkungan [TWIL II
Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang
5 | Internal yang berhasil diusulkan memperoleh berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM
predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL Il dilingkungan ITWIL [l
1565 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah Il
Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk
SK 9 | Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam
Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen
1 | Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan | risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL IlI
Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah Il
Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Jumlah TL ITWIL lll kepada satuan kerja terkait percepatan
2 | dalam waktu 30 hari kerja. setelah LHA dan Juktib penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL
diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL III dikali 100%
Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Jumlah TL ITWIL lll kepada satuan kerja terkait percepatan
3 | dalam waktu 60 hari kerja. setelah LHA dan Juktib penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL
diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL Il dikali 100%
Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7
4 waktu 7 hari kerja. setelah pengawasan (audit. hari kerja, dibagi total penugasan dikali 100%, dilingkungan
reviu. evaluasi. pengawasan lainnya) selesai ITWIL 1Nl
dilakukan. di Lingkungan ITWIL 11l
Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang
5 | Internal yang berhasil diusulkan memperoleh berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM
predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL I dilingkungan ITWIL 1]
1566 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah 1\
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk
SK 10 | meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam
pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen
1 | Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan | risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL IV
Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV
Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Jumlah TL ITWIL IV kepada satuan kerja terkait percepatan
2 | dalam waktu 30 hari kerja. setelah LHA dan Juktib penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL
diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL IV dikali 100%
Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Jumlah TL ITWIL IV kepada satuan kerja terkait percepatan
3 | dalam waktu 60 hari kerja. setelah LHA dan Juktib penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL
diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL IV dikali 100%
Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7
4 waktu 7 hari kerja. setelah pengawasan (audit. hari kerja, dibagi total penugasan dikali 100%, dilingkungan
reviu. evaluasi. pengawasan lainnya) selesai ITWIL IV
dilakukan. di Lingkungan ITWIL IV
Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang
5 | Internal yang berhasil diusulkan memperoleh berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM
predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL IV dilingkungan ITWIL IV
1567 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V
Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk
SK 11 | Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam

Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

1

Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen
Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan
Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V

Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen
risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL V

Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti
dalam waktu 30 hari kerja. setelah LHA dan Juktib
diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL V

Jumlah TL ITWIL V kepada satuan kerja terkait percepatan
penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL
dikali 100%




SASARAN

PENANGGUNG

NO STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR EORMULUASHRERHITUNGAN JAWAB
Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Jumlah TL ITWIL V kepada satuan kerja terkait percepatan
3 | dalam waktu 60 hari kerja. setelah LHA dan Juktib penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL
diterima satuan kerja di Lingkungan [TWIL V dikali 100%
Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7
4 waktu 7 hari kerja. setelah pengawasan (audit. hari kerja, dibagi total penugasan dikali 100%, dilingkungan
reviu. evaluasi. pengawasan lainnya) selesai ITWIL V
dilakukan. di Lingkungan ITWIL V
Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang
5 | Internal yang berhasil diusulkan memperoleh berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM
predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL V dilingkungan ITWIL V
1568 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI
Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk
SK 12 | Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam
Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan manajemen
1 | Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan | risiko di banding total satuan kerja dilingkungan ITWIL VI
Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah Vi
Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Jumlah TL ITWIL VI kepada satuan kerja terkait percepatan
2 | dalam waktu 30 hari kerja. setelah LHA dan Juktib penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL
diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL VI dikali 100%
Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Jumlah TL ITWIL VI kepada satuan kerja terkait percepatan
3 | dalam waktu 60 hari kerja. setelah LHA dan Juktib penyelesaian hasil pengawasan ITJEN dibagi 4 surat TL
diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL VI dikali 100%
Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7
4 waktu 7 hari kerja. setelah pengawasan (audit. hari kerja, dibagi total penugasan dikali 100%, dilingkungan
reviu. evaluasi. pengawasan lainnya) selesai ITWIL VI
dilakukan. di Lingkungan ITWIL VI
Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang
5 | Internal yang berhasil diusulkan memperoleh berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM
predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL VI dilingkungan ITWIL VI
1569 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Itien Kementerian Hukum dan HAM
SK 13 Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang
pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
: . Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan
Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar = :
1 (UPP) Kementerian Hukum dan HAM gig:gﬁgan Liar (UPP)Kementerian Hukum dan HAM yang
Mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan Tata
SK 14 | Kelola organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat
Jenderal
1 | Indeks RB ITJEN Hasil Evaluasi PMPRB ITJEN oleh APIP
2 | Nilai SAKIP ITJEN "Baik" Hasil Evaluasi SAKIP ITJEN oleh APIP
3 | Nilai Maturitas SPIP ITJEN Hasil Evaluasi Maturitas SPIP ITJEN oleh APIP
4 | Nilai WBK/WBBM ITJEN Hasil evaluasi WBK/WBBM ITJEN oleh APIP
Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut Jumigh Rekomlqnda5| AF.DlF., terkait Pengembalian ke kas
5 | rekomendasi hasil pengawasan internal terkait Negara yang difindaklanjuti DIBAGI Total Jumlah
< peng Rekomendasi APIP terkait Pengembalian ke kas Negara
kerugian negara DIKALI 100%
Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut Jumlah Rekomendasi APIP terkait administrasi yang
6 | rekomendasi hasil pengawasan internal terkait ditindaklanjuti dibagi Total Jumlah Rekomendasi APIP
administrasi terkait administrasi dikali 100%
; . . Jumlah Rekomendasi BPK terkait Pengembalian ke kas
| i | Negarsyangdindadaiu Gl Toa Jurir
kefician m heng Rekomendasi BPK terkait Pengembalian ke kas Negara
Al Negae dikali 100%
Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut Jumlah Rekomendasi BPK terkait administrasi yang
8 | rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait ditindaklanjuti dibagi Total Jumlah Rekomendasi BPK terkait
! administrasi o niis _ _ | administrasi dikali 100%
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
RS Kementerian Hukum dan HAM el
SPO5- : :
01 Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan HAM
Menggunakan survey
(N7X) x 100%
1 gﬁﬁjg;?:ﬁ:;i:;ﬁeﬂ;an kompstensi yang N =73 Jumlah hasil pengisian data kuisioner tindak lanjut
) assesment yang dikembalikan unit pengguna
X =% Total jumiah data Survei yang dikirimkan oleh
Puspenkom
Menggunakan survey
(N/X) x 100%
5 | persentase alumni diklat yang sudah menduduki
jabatan sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya | N =¥ Jumlah alumni pelatihan yang melaksanakan tugas /
menduduki jabatan sesuai kompetensi bidang tugasnya
X = ¥ Total jumiah alumni pelatihan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
1621
dan HAM
SK 1 terselenggaranya pelatihan fungsional dan ham




SASARAN PENANGGUNG
N STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR FORMULUASIRERHITUNGAN JAWAB
Menggunakan survey
(N/X) x 100%
persentase alumni dikiat fungsional dan ham yang
1 | diangkat menjadi pejabat fungsional sesuai dengan | N =% Jumlah hasil pengisian data kuisioner tindak lanjut
kompetensi bidang tugasnya assesment yang dikembalikan unit pengguna
X = ¥ Total jumlah data Survei yangdikirimkan oleh
Puspenkom
persentase alumni diklat pembimbing (N/X) x 100%
2 | kemasyarakatan yang diangkat menjadi pejabat g - :
- A N =% Jumlah penilaian uji kompetensi
fungsional pembimbing kemasyarakatan X =3 Total jumlah aparatur Kemenkumham
1622 | Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi
SK 2 terselenggaranya penilaian kompetensi bagi aparatur
Kementerian Hukum dan HAM
persentase hasil penilaian kompetensi yang . . ]
1 ditindaklanjuti oleh user Total output pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
(N/X) x 100%
persentase aparatur kementerian hukum dan ham _ — S "
2 . g : N = ¥ Jumlah aparatur yang mengikuti penilaian uji
yang telah dilakukan uji kompetensi kompatensi
X =% Total jumlah aparatur Kemenkumham
1623 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan
Kepemimpinan
SK 3 terselenggaranya pelatihan di bidang Teknis dan
Kepemimpinan
1 | Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Teknis |+, o tout pefatihan di Badiklat Hukum dan HAM
dan Kepemimpinan
5249 | Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah
Penyelenggaraan Diklat Pada Balai Diklat Hukum dan
SK4
HAM
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan di : 2 i
1 Balai Diklat Hukum dan HAM Total output pelatihan di Badiklat Hukum dan HAM
SPO5- Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang
02 Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan
Pemasyarakatan
(N/X) x 100%
1 persentase lulusan politeknik imigrasi dan politeknik | N = ¥ Jumlah lulusan politeknik imigrasi dan politeknik ilmu
ilmu pemasyarakatan dengan predikat memuaskan | pemasyarakatan dengan predikat memuaskan
X =¥ Total jumlah lulusan politeknik imigrasi dan politeknik
ilmu pemasyarakatan
(N7X) x 100%
persentase lulusan politeknik imigrasi dan politeknik | N = ¥ Jumlah kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik
2 | ilmu pemasyarakatan yang ditempatkan sesuai llmu Pemasyarakatan yang ditempatkan sesuai dengan
dengan kompetensinya kompetensi jabatan
X =5 Total Jumlah kelulusan Politeknik Imigrasi dan
Politeknik llmu Pemasyarakatan
1620 Pendidikan Kedinasan
terselenggaranya pendidikan kedinasan di bidang
SK1 Fr
pemasyarakatan dan imigrasi
1 terselenggaranya pendidikan kedinasan politeknik Penyelenggaraan pendidikan kedinasan politeknik ilmu
ilmu pemasyarakatan pemasyarakatan
2 terselenggaranya pendidikan kedinasan politeknik Penyelenggaraan pendidikan kedinasan politeknik iimu
imigrasi imigrasi
1624 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
BPSDM Hukum dan HAM
SK 2 tersedianya layanan dukungan manajemen dan

dukungan teknis lainnya

1

Jumlah layanan Dukungan Administratif dan
Fasilitatif BPSDM Hukum dan HAM

Jumlah tayanan Dukungan Administratif dan Fasilitatif
BPSDM Hukum dan HAM




INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2021-2024

KEMENTERIAN HUKUM DA M e

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang

berkualitas

SS 1 | sesuai dengan azas pembentukan peraturan
perundang-undangan
Dilakukan survey kepuasan pembina terhadap 1. Ditjen PP
Indeks kualitas peraturan perundang-undangan proses pembentukan peraturan perundang-
undangan 2. BPHN
SP3A Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-undangan

Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-
undangan yang diselesaikan sesuai dengan
perencanaan

Jumlah penyusunan RPUU dibagi dengan
target penyusunan RPUU dikalikan 100 %

Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan
tenaga perancang peraturan perundang-undangan

Jumlah Perancang Peraturan Perundang-
undangan yang mendapatkan pembinaan

Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan yang diselesaikan sesuai dengan

Jumlah penyelesaian harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan dibagi permohonan

permohonan

1601 - Pér';lnbé_qgan.F’.erathrariﬁéruﬁdéﬁgfu'ndahgén-

harmoni_sasi dikalikan 100 %

SK 1

Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Direktur Perancangan
Peraturan Perundang-
undangan

Jumlah Rancangan Undang-Undang dan
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Jumlah RUU yang selesai disusun dalam satu
tahun anggaran

Jumlah Rancangan Undang-Undang KUH Perdata /
KUH Acara Perdata

Jumlah RUU KUH Perdata / KUH Acara
Perdata yang disusun dalam satu tahun
anggaran

Jumlah Pembahasan Rancangan Undang-Undang di
DPRRI

Jumlah RUU prakarsa Kemenkumham yang
dibahas di DPR dalam satu tahun anggaran

Jumlah Rancangan Undang-Undang KUHP/KUHAP

Jumlah RUU KUHP/KUHAP yang dibahas di
DPRRI

Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah

Jumlah RPP yang selesai disusun dalam satu
tahun anggaran

Jumlah Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan

Jumlah konsepsi RPUU yang selesai disusun

Jumlah Rancangan Peraturan Presiden

Jumlah Rpepres yang selesai disusun dalam
satu tahun anggaran

Jumlah Rancangan Peraturan Menteri

Jumlah Rpermen yang selesai penyelarasan
dalam satu tahun anggaran

Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang
Kepailitan

Jumlah RUU Kepailitan yang disusun dalam
satu tahun anggaran

Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang

Jumlah RUU Jaminan Benda Bergerak yang

Jafninan‘ Benda B\erggre}k

disusun _dalam satu tahun anggaran

5851 - HarmomsasnPeraturan -ﬁeruhﬂaﬁ_ganlﬁhd'angan Bidahg;;-Pd'I-h't'j:kam'kesra

SK 2

Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan
Perundang-Undangan Bidang Polhukamkesra

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-
undangan |

Persentase (%) terselesaikannya Rancangan
Peraturan Perundang-undangan bidang politik dan
pemerintahan yang harmonis sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU
bidang politik dan pemerintahan dibagi
permohonan harmonisasi dikalikan 100 %

Persentase (%) terselesaikannya Rancangan
Peraturan Perundang-undangan bidang pertahanan
dan keamanan yang harmonis sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU
bidang pertahanan dan keamanan dibagi
permohonan harmonisasi dikalikan 100 %

Persentase (%) terselesaikannya rancangan
peraturan perundang-undangan bidang Bidang
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harmonis
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU
bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dibagi
permohonan harmonisasi dikalikan 100 %

Persentase (%) terselesaikannya rancangan
peraturan perundang-undangan bidang sumber daya
manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat
yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan

Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU
bidang sumber daya manusia, kelembagaan,
dan kesejahteraan rakyat dibagi permoheonan
harmonisasi dikalikan 100 %

Perundang-undangan.

5852 - Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian

SK 3

Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan
Perundang-Undangan Bidang Perekonomian

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-
undangan Il

Persentase (%) terselesaikannya Rancangan
Peraturan Perundang-undangan bidang moneter,
jasa keuangan, badan usaha milik negara, dan
penanaman modal yang harmonis sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU
bidang bidang moneter, jasa keuangan, badan
usaha milik negara, dan penanaman modal
dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100
%

Persentase (%) terselesaikannya Rancangan
Peraturan Perundang-undangan bidang
perencanaan, pembangunan nasional, dan fiskal

Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU
bidang perencanaan, pembangunan nasional,
dan fiskal dibagi permohonan harmonisasi
dikalikan 100 %




yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

Persentase (%) terselesaikannya Rancangan
Peraturan Perundang-undangan bidang sumber
daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana,
agraria, dan tata ruang yang harmonis sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU
bidang sumber daya alam, lingkungan hidup,
kehutanan, prasarana, agraria, dan tata ruang
dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100
%

Persentase (%) terselesaikannya Rancangan
Peraturan Perundang-undangan bidang
perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi
yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU
bidang perindustrian, perdagangan, riset, dan
teknologi dibagi permohonan harmonisasi
dikalikan 100 %

1600 - Lltigasi Peraturan Perundang-undangan

Keterangan Presiden di persidangan MK dan

Direktur Litigasi Peraturan

SiGta jawaban Termohon di MA Perundang-undangan
Persentase (%) tersusunnya Keterangan Presiden di | Jumlah tersusunnya keterangan presiden dan
Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di jawaban termohon dibagi dengan permohonan
Mahkamah Agung dikalikan 100 %
; Jumlah pendampingan persidangan di MK
0,
Pers.entase M’.) terlaksananya pgndgmplngan dibagi dengan permohonan pendampingan
persidangan di Mahkamah Konstitusi dikalikan 100 %
SK 4b Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang- Direktur Litigasi Peraturan

undangan melaui mediasi

Perundang-undangan

Persentase (%) penyelesaian sengketa Peraturan
Perundang-undangan melalui mediasi

Jumlah penyelesaian Peraturan Perundang-
undangan melalui jalur non litigasi dibagi
dengan jumlah permohonan dikalikan 100 %

1602 - Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

SK5

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan,
diterjemahkan, dan dipublikasikan sesuai dengan
permohonan

Pengundangan,
Penerjemahan dan Publikasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Persentase (%) peraturan perundang-undangan
yang diundangkan sesuai dengan pengajuan

Jumlah peraturan perundang-undangan yang
diundangkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia, Berita Negara
Republik Indonesia dan Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia dibagi dengan
permohonan pengundangan dikalikan 100 %

Persentase (%) dokumen hukum yang diterbitkan

Jumiah peraturan perundang-undangan yang
dipublikasikan pada laman resmi ditjen PP
dibagi dengan permochonan pengundangan
dikalikan 100 %

Persentase (%) peningkatan kunjungan
website/laman

Jumlah kunjungan pada tahun berjalan dibagi
dengan jumiah kunjungan pada tahun
sebelumnya dikalikan 100 %

Persentase peraturan perundang-undangan yang
diterjemahkan sesuai dengan permohonan

Jumlah peraturan perundang-undangan yang
diterjemahkan dibagi dengan permohonan
dikalikan 100 %

1598 - Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan

Perancang Peraturan Perundang-Undangah'

SK 6

Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi

Direktur Fasilitasi
Perancangan Peraturan
Daerah dan Pembinaan
Perancang Peraturan
Perundang-undangan

Persentase fasilitasi perancangan perda pada kantor
wilayah Kemenkumham

Jumlah fasilitasi perancangan perda pada
kantor witayah Kemenkumham dibagi dengan
perencanaan dikalikan 100 %

Jumlah terselesaikannya kebijakan teknis fasilitasi
perancangan perda dan pembinaan perancang
peraturan perundang-undangan

Jumlah kebijakan teknis fasilitasi perancangan
perda dan pembinaan perancang peraturan
perundang-undangan yang selesai disusun

Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan
tenaga perancang peraturan perundang-undangan

Jumlah Perancang Peraturan Perundang-
undangan yang mendapatkan pembinaan

jumlah tim penilai angka kredit pada instansi pusat
dan instansi daerah yang mendapatkan pembinaan

jumlah tim penilai angka kredit pada instansi
pusat dan instansi daerah yang mendapatkan
pembinaan

5250 - Penyeleng_garaan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wil

ayah

SK 8a | Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah Kepala Kantor Wilayah
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Jumlah fasilitasi perancangan perda dibagi
kantor wilayah kemenkumham dengan permchonan dikalikan 100 %
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan :
SK 8b perundang-Undangan Kepala Kantor Wilayah
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga Jumlah Perancang Peraturan Perundang-
perancang peraturan perundang-undangan undangan yang mendapatkan pembinaan
Terselenggaranya perencanaan hukum, ?
SF?B pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi ﬁﬁﬁﬁ':l E;giaor:lzlemb'“aa"

hukum

Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan
perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh
pembuat kebijakan

Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan
peninjauan analisis dan Evaluasi peraturan
perundang-undangan pada tahun sebelumnya
yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan
pada tahun berjalan dibagi dengan
rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi




sebelumnya x 100%

Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam
Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang
masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan

Jumlah RUU usulan pemerintah dalam
Prolegnas Prioritas Tahunan dibagi jumlah
RUU di lingkungan Pemerintah dalam
Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 x
100%

1611 - Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

SK 1

Meningkatnya kualitas pemantauan dan
peninjauan/analisis dan evaluasi hukum

Kepala Pusat Analisis dan
Evaluasi Hukum Nasional

Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan
perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh
pembuat kebijakan

Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan
peninjauan/analisis dan Evaluasi peraturan
perundang-undangan pada tahun sebelumnya
yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan
pada tahun berjalan dibagi dengan
rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi
peraturan perundang-undangan pada tahun
sebelumnya x 100%

Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai
bahan masukan untuk perencanaan pembangunan
nasional

Jumlah dokumen pembangunan hukum
sebagai bahan masukan untuk perencanaan
pembangunan nasional

Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi
standar kompetensi

Jumlah Pejabat Fungsional Analis Hukum
yang telah mengikuti

kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan
Fungsional Analis Hukum

1613 — Perencanaan Hukum Nasional

SK 2

Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang
terencana, terpadu, dan sistematis

Kepala Pusat Perencanaan
Hukum Nasional

Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-
Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi
perencanaan Perda

Jumlah dokumen Prolegnas di lingkungan
Pemerintah; Jumlah dokumen Progsun PP
Perpres yang akan disampaikan kepada
Presiden untuk ditetapkan; Jumlah dokumen
fasilitasi perencanaan Perda

Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti
dengan penyusunan rancangan undang-undang

Jumlah Naskah akademik yang disusun

Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan
sistematika dan muatannya

Jumlah Naskah akademik RUU yang
diselaraskan sistematika dan materi

muatannya

5256 — Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta

SK 6 | pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi Kepala Kantor Wilayah
produk hukum di wilayah
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan Jumlah perencanaan pembentukan dan
pemantauan produk hukum daerah pemantauan produk hukum di kantor wilayah
sS2 Mengoptimalkan peran dalam penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan HAM
(Jumlah institusi pusat yang melaksanakan
Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM
memenuhi target dibagi seluruh institusi pusat yang
melaksanakan Aksi HAM) x 100% Ditien HAM
(Jumlah institusi daerah yang melaksanakan !
Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM
Provinsilkabupaten/Kota memenuhi HAM. dibagi seluruh institusi daerah yang
melaksanakan Aksi HAM) x 100%
SP4 Meningkatnya kebijakan pembangunan yang Direktur Jenderal Hak Asasi

berprespektif HAM

Manusia

Persentase Kab/Kota Peduli HAM

(Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM dibagi
seluruh Kab/Kota) dikali 100%

Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM
yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

(Jumlah Surat Rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh instansi terkait dibagi
jumlah surat rekomendasi yang disampaikan
Ditjen HAM ke instansi terkait) dikali 100%.

Persentase instansi pemerintah yang
menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan
HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM

(Jumlah instansi pemerintah yang
menindaklanjuti hasil Diseminasi dan
Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan
publik berbasis HAM dibagi seluruh instansi
pemerintah yang memperoleh Diseminasi dan
Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan
publik berbasis HAM) x 100%

1605 - Pelayanan Informasi HAM

SK1

Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang
digunakan oleh masyarakat

Direktur Informasi HAM

Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang
digunakan oleh masyarakat

(Jumlah informasi dan dokumentasi HAM yang
digunakan oleh masyarakat / jumlah informasi
dan dokumentasi HAM yang tersedia) x 100%




1607 - Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan

Direktur Pelayanan

Non-Yudisial

SK 2 | dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh e
pemangku kepentingan Komunikasi Masyarakat
(Jumlah Surat Rekomendasi yang
Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait dibagi
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan jumlah surat rekomendasi yang disampaikan
Ditjen HAM ke instansi terkait) dikali 100%.
Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan ;
SK 3 | dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara DirekturiPelayanan

Komunikasi Masyarakat

Jumlah Rekomendasi penanganan Dugaan
Pelanggaran HAM Berat Masa lalu secara Non-
Yudisial yang ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi penanganan Dugaan
Pelanggaran HAM Berat Masa lalu secara
Non-Yudisial yang ditindaklanjuti

1606 - Kerja Sama HAM

SK 4 | Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti Direktur Kerjasama HAM
(Jumlah kerja sama HAM yang ditindaklanjuti
Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kerja sama HAM yang dijajaki) x
100%
SK 5 | Meningkatnya jumlah Kab/Kota PeduliHAM Direktur Kerjasama HAM
. (Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM dibagi
Persentase Kab/Kota Peduli HAM seluruh Kab/Kota) dikali 100%
SK6 | Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM Direktur Kerjasama HAM

Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM

(Jumlah capaian Aksi K/L/D yang memenuhi
target/jumlah total aksi K/L/D) x 100%

1604 - Diseminasi dan Penguatan HAM

SK7

Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang
menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan
HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM

Direktur Diseminasi dan
Penguatan Hak Asasi Manusia

Persentase instansi pemerintah yang
menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan
HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM

(Jumlah instansi pemerintah yang
menindaklanjuti hasil Diseminasi dan
Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan
publik berbasis HAM dibagi seluruh instansi
pemerintah yang memperoleh Diseminasi dan
Penguatan HAM ) x 100%

5853 - Analisa, Penyiapan dan Laporan Instrumen HAM

SK 8

Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan
berperspektif HAM yang ditindaklanjuti

Direktur Instrumen Hak Asasi
Manusia

Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif
HAM yang ditindaklanjuti

(Jumlah Rekomendasi kebijakan yang
ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi
kebijakan yang dihasilkan pada tahun
berjalan) dikali 100%

5255 - Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Meningkatnya pemerintah daerah yang

SKHY melaksanakan program aksi HAM = Kepala Kantor:Wilayah
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Jumlah institusi daerah yang melaksanakan
program aksi HAM Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM
Jumlah kab/kota peduli HAM Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti Jum[ah ‘"S‘af‘s'. penjerlptah_yang
2ot N . menindaklanjuti hasil diseminasi dan
hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui : ;
- : penguatan HAM melalui pelayanan publik
pelayanan publik berbasis HAM berbasis HAM
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan :
S Kt Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kepala Kantor Wilayah
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Jumlah rekomendasi pelindungan dan
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah pemenuhan HAM di Wilayah
1. Ditjen AHU;
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum 2. Ditjen PAS;
S8 3 | sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan - :
publik 3. Ditien Imigrasi;
4. Ditjen KI.
Hasil Survei kepuasan masyarakat terhadap
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan layanan Ditjen AHU, Ditjen Pemasyarakatan,
Publik Bidang Hukum Ditjen Imigrasi dan Ditjen Kekayaaan
Intelektual
SP2A | Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi Direktur Jenderal Administrasi
1 hukum umum yang berkepastian hukum Hukum Umum

Persentase penyelesaian layanan administrasi
hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian
hukum

Jumlah layanan administrasi hukum umum
yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh
permohonan layanan administrasi hukum

| umum yang masuk dikali 100%

1573 - Administrasi Hukum Perdata

SK 1

Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi
hukum perdata yang berkepastian hukum

Direktur Perdata




Persentase penyelesaian layanan di bidang

administrasi hukum perdata yang berkepastian
hukum

Jumlah layanan di bidang administrasi hukum
perdata yang diselesaikan dibagi jumlah
seluruh permohonan layanan yang masuk
pada Direktorat Perdata dikali 100%

1575 - Administrasi Hukum Tata Negara

SK2

Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi
hukum tata negara yang berkepastian hukum

Direktur Tata Negara

Persentase penyelesaian layanan di bidang
administrasi hukum tata negara yang berkepastian
hukum

Jumlah layanan di bidang administrasi hukum
tata negara yang diselesaikan tepat waktu
dibagi jumlah seluruh permohonan yang
masuk pada Direktorat Tata Negara dikali
100%

1572 - Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum

Direktur Otoritas Pusat dan

di Malaysia

SK4 Internasional yang integratif / Hukum Internasional
Jumlah rekomendasi di bidang Hukum
Persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) Internasional yang ditindaklanjuti dibagi jumlah
di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti seluruh rekomendasi yang dihasilkan dikali
100%
Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia ; .
SK 5 | dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum E’E:Etmurlgg’:t::i F:]”Tat dan
Internasional yang Responsif dan Progresif masiona
Jumlah perkara di Forum Internasional yang
Persentase perkara di Forum Intemasional yang ditindaklanjuti dibagi jumlah penunjukan
ditindaklanjuti penanganan perkara di Forum Internasional
yang diterima AHU dari Presiden dikali 100%
SK 6 Terwujudnya penyelenggaraan layanan atase hukum Direktur Otoritas Pusat dan

Hukum Internasional

Persentase pemberian bantuan hukum dibidang
Kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang
memiliki permasalahan hukum

Jumlah permohonan bantuan hukum di bidang
kewarganegaraan yang ditindaklanjuti dibagi
jumlah seluruh permohonan bantuan hukum di
bidang kewarganegaraan yang masuk dikali
100%

1574 - Administrasi Hukum Pidana

SK7

Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi
hukum pidana yang berkepastian hukum

Direktur Pidana

Persentase penyelesaian layanan di bidang
administrasi hukum pidana yang berkepastian
hukum

Jumlah layanan di bidang administrasi hukum
pidana yang diselesaikan dibagi jumlah
seluruh permohonan yang masuk pada
Direktorat Pidana dikali 100%

5850 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum

SK 8

Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) Ditien AHU

Direktur Teknologi Informasi

Persentase tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen
AHU

Jumlah kebijakan tata kelola yang dipatuhi
dibagi jumlah seluruh tata kelola TIK Ditjen
AHU dikali 100%

Persentase tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen
AHU

Jumlah waktu layanan yang tersedia dalam
satu tahun dibagi jumlah waktu dalam satu
tahun dikali 100%

Persentase layanan TIK Ditjen AHU yang
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan

Jumlah layanan TIK yang dikembangkan
dibagi jumlah seluruh kebutuhan layanan TIK
dikali 100%

5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di

1. Kepala Kantor Wilayah

S wilayah yang berkepastian hukum 2. Ketua BHP
. g ; Jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah
Eersentja}selipenwgkatan PHEEAdminleiras| Hukam PNBP tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNBP | Kepala Kantor Wilayah
MR-G5 wi0ya tahun sebelumnya, dikali 100%
Jumlah permohonan layanan Balai Harta
Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan dibagi jumlah Ketua BHP
Peninggalan yang berkepastian hukum seluruh permohonan layanan Balai Harta
Peninggalan masuk dikali 100%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW,
SK 11 MPW dan MPD Kepala Kantor Wilayah
; Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang
Persentaif:t;t):rr[l(yﬁetlzsalzg r:ap;;n p::agnadugg Eudien diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan
eRyRiARALISInA LAE B BB SN HOE R pe pengaduan masyarakat yang masuk dikali
pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah 100%
SP2B | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Direktur Jenderal
1 yang Berkualitas Pemasyarakatan

Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan

Akan dilaksanakan oleh Balitbangkumham
dengan menggunakan instrumen yang sudah
dirumuskan oleh Tim Balitbangkumham
melalui aplikasi survey.balitbangkumham.go.id

Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan

Nilai rata-rata dari penilaian pelaksanaan
seluruh kerjasama dengan komponen yaitu :
disepakati, dilaksanakan, memberikan manfaat
kedua belah pihak, dan berkelanjutan.

IPK = ——ﬁ—z?:;ipki




i (A+B+C+D)

ipk =

Keterangan :

IPK = Indeks Pelaksanaan Kerjasama
Pemasyarakatan

ipki = Nilai Indeks Kerjasama
Pemasyarakatan yang ke-l yang dilaksanakan
n = Banyaknya Kerjasama yang
Dilaksanakan

A = Kerjasama Disepakati

B = Kerjasama Dilaksanakan

C = Kerjasama Memberikan Manfaat Kedua
Belah Pihak

D = Kerjasama Berkelanjutan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT
Pemasyarakatan

Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT
Pemasyarakatan didapat melalui survey
kepuasan pengguna layanan IT
Pemasyarakatan

Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana,
Anak, dan Tahanan

Akan dilakukan melalui penilaian parameter
derajat kesehatan Warga Binaan
Pema§yarakatan.

1579. Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Re

habiltasi

SK7

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan
dan Rehabilitasi

Direktur Perawatan Kesehatan
dan Rehabilitasi

Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang
memiliki klinik berizin

Menghitung jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang
telah memiliki Klinik Berizin sesuai standar
Kementerian Kesehatan

Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya
melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai
standar

Jumlah Kanwil yang 50% UPTnya
melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan
sesuai standar

Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi
yang sesuai standar

Jumlah UPT Pelaksana Rehabilitasi yang
sesuai standar yang dilakukan dengan menilai
proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi
sesuai dengan standar berdasarkan
instrument penilaian standar rehabilitasi.

Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan
dan WBP di UPT Pemasyarakatan

Menghitung Persentase
Tahanan/Narapidana/Anak yang sakit
dibandingkan dengan jumlah seluruh
Tahanan/Narapidana/Anak pada tahun
berjalan

Menurunnya persentase angka kematian Tahanan
dan WBP di UPT Pemasyarakatan

Menghitung Persentase
Tahanan/Narapidana/Anak yang meninggal
dibandingkan dengan jumlah seluruh
Tahanan/Narapidana/Anak pada tahun
berjalan

Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang
terpenuhi di UPT Pemasyarakatan

Menghitung Persentase Tahanan, Anak dan
Narapidana yang mendapatkan layanan
kebutuhan dasar pada tahun berjalan sesuai
dengan standar

Persentase kualitas layanan kesehatan dasar
Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan sesuai
standar

Menghitung Persentase Tahanan, Anak dan
Narapidana yang mendapatkan layanan
kebutuhan dasar pada tahun berjalan sesuai
dengan standar

Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan
akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan

Jumlah Tahanan dan WBP yang mendapatkan
akses layanan kesehatan lanjutan saat
dibutuhkan dibagi Jumlah Tahanan dan WBP
yang membutuhkan layanan kesehatan
lanjutan dikali 100%

1578. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi

dan Kerja Sama

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan

Direktur Teknologi Informasi

berbasis Tl

SK 9 | Pemasyarakatan di Bidang Kerjasama ;
Pemasyarakatan dan Kerja Sama
Jumlah kerjasama pemasyarakatan yang
Persentase kerjasama pemasyarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun
ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk bentuk naskah kerjasama lain dibagi Jumlah
naskah kerjasama lain kerjasama pemasyarakatan yang
direncanakan dikali 100%
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
melaksanakan kerja sama sesuai dengan
standar berdasarkan jawaban instrumen
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan standar kerjasama yang telah diisi oleh UPT
kerja sama sesuai dengan standar Pemasyarakatan. Apabila hasil penilaian
instrumen telah mencapai passing grade yang
telah ditetapkan maka UPT Pemasyarakatan
tersebut dinyatakan telah sesuai standar
SK 10 Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan Direktur Teknologi Informasi

dan Kerja Sama

Penguatan SDP Pemasyarakatan dalam rangka
Transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input
data untuk pertukaran data pada SPPT-TI

Jumlah UPT Yang Melakukan Input Data
Guna Pertukaran Data Pada SPPT-TI

Jumlah Pengembangan layanan Pemasyarakatan
berbasis Tl

Jumlah Pengembangan Layanan
Pemasyarakatan Berbasis T| Yang
Diselesaikan

Persentase tindak lanjut penanganan terhadap
gangguan keamanan jaringan

Jumlah Penyelesaian Permintaan
Penanganan Terhadap Gangguan Keamanan
Jaringan Dibagi dengan Jumlah Permintaan




“Penanganan Terhadap Gangguan Keamanan |
Jaringan Dikali 100%
; x Jumlah Satker Yang Meningkatkan Kualitas
Forsentase satker yang meningkatkan kualitas mutu | 4 Data Dibagi Jumiah Total Satker Dikali
i . 100%
5252. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah
Meningkatnya Pelayanan Perawatan
Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit
SK 14 | Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Kepala Lapas/Rutan/LPKA
Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di
wilayah
; Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi : e
Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumiah
Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%
: Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak ,
; mendapatkan layanan kesehatan (preventif)
g\;ﬂﬂ::i)ta::an layanan kesehatan (preventif) secara secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan
/Narapidana/Anak dikali 100%
Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses
(ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah
kesehatan maternal Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu
hamil dan menyusui) dikali 100%
Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak
yang mengalami gangguan mental dikali 100%
Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi
mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang
membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%
Jumlah tahanan/narapidana/anak
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan berkebuluhan khusus (Dissbillias) yang
T mendapatkan layanan kesehatan dibagi
khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Jumlah tahanan/narapidana/anak
kesehatan sesual standar berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang
membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%
% Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular|
A+B
= ( ) X 100%
2
A
_ Jumlah Narapidana dengan HIV — AIDS diteK
n Jumlah Narapidana dengan HIV
g : x 100%
Persentase keberhasilan penanganan penyakit
menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB
Positif (berhasil sembuh) B ) -
_ Jumlah Narapidana dengan TB Positif berha
- Jumlah Narapidana dengan TB Posit,
x 100%
Keterangan =
A = Keberhasilan Penanganan Narapidana
dengan HIV-AIDS
B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB
Positif
Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana
: ; pecandu/penyalahguna/korban
Persirétalse peﬂi;iahanna‘lfckualétas hldnuglah iR penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah
pec:x t'ku patysishgunskoran peayeong Narapidana pecandu/penyalahguna/korban
harkoia penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan
layanan Rehabilitasi dikali 100%
SF;ZC I&?g%%(:gxa kepuasan masyarakat atas layanan Direktur Jenderal Imigrasi
Perhitungan menggunakan metode survey
:‘?d_ekls Kei;:;asan Masyarakat terhadap Layanan berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
Simgras Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00 _
1584 - Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan : :
SK1 | di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat ekl lubntes
Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas g
Indeks kualitas kebijakan di bidang Dokumen Perhitungan menggunakan metode survey
Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan | berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
Pos Lintas Batas Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00
Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Perhitungan menggunakan metode survey
Imigrasi terkait layanan Dokumen Perjalanan, Visa berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00
1586 - Pelayanan Izin TinggaI_Kfaimigrésiéh N e
SK 2 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan Direktur [zin Tinggal
di bidang Izin Tinggal Keimigrasian Keimigrasian




Indeks kualitas kebijakan di bidang Izin Tinggal
Keimigrasian

j Peitnganenggunakan metode ey '

berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00

Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis
Imigrasi terkait layanan Izin Tinggal Keimigrasian

Perhitungan menggunakan metode survey
berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00

1587 - Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian

SK 7 | Meningkatnya kualitas kerja sama keimigrasian

Direktur Kerja Sama
Keimigrasian

Persentase kerja sama keimigrasian yang
diimplentasikan

Jumlah kerjasama keimigrasian yang
dimplementasikan dibagi dengan jumlah
seluruh kerja sama yang dihasilkan x 100%

1589 - Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

sK 8 Tersusunnya kebijakan di bidang Sistem Informasi
Manajemen Keimigrasian

Direktur Sistem dan Teknologi
Informasi Keimigrasian

Indeks kualitas kebijakan di bidang Sistem Informasi
Manajemen Keimigrasian

Perhitungan menggunakan metode survey
berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00

Meningkatnya kepuasan Direktorat Teknis lainnya,
SK 9 Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana

Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang
Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Direktur Sistem dan Teknologi
Informasi Keimigrasian

Indeks Kepuasan Internal Direktorat Teknis lainnya,
Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana
Teknis Imigrasi terkait layanan Sistem Informasi
Manajemen Keimigrasian

Perhitungan menggunakan metode survey
berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00

5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

SK 12 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi
keimigrasian di Wilayah

Kepala Kantor Wilayah

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Keimigrasian di Wilayah

Perhitungan menggunakan metode survey
berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00

Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Perhitungan menggunakan metode survey
berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Perhitungan menggunakan metode survey
berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00

Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh

SP2D Indonesia

Direktur Jenderal Kekayaan
Intelektual

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Kekayaan Intelektual

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Layanan Ditjien Kekayaan Intelektual

Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan
Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang Berlaku

jumlah penyelesaian permohonan di tahun
berjalan dibagi jumlah permohonan yang
masuk di tahun berjalan dikali 100%

Persentase peningkatan permohonan kekayaan
intelektual

selisih jumlah permohonan kekayaan
intelektual tahun berjalan dengan jumlah
permohonan kekayaan intelektual tahun
sebelumnya dibagi jumlah permohonan
kekayaan intelektual tahun sebelumnya dikali
100%

Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal
yang dilindungi (PN)

selisih jumlah produk Kl dan komunal yang
tercatat di tahun berjalan dengan jumlah
produk Kl dan komunal di tahun sebelumnya
dibagi jumlah produk Kl dan komunal di tahun
sebelumnya dikali 100%

Persentase penanganan aduan pelanggaran Kl

jumlah penanganan aduan pelanggaran Kl
tahun berjalan dibagi jumlah aduan
pelanggaran Kl tahun berjalan dikali 100%

1591 - Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri

Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di

Skl Seluruh Indonesia

Direktur Hak Cipta & Desain
Industri

Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta

jumlah permohonan Hak Cipta yang dicatat
tepat waktu dibagi target pencatatan Hak Cipta
tahun berjalan dikali 100%

Persentase penyelesaian permohonan desain
industri

jumlah permohonan Desain Industri yang
diselesaikan tepat waktu dibagi target
permohonan Desain Industri tahun berjalan
dikali 100%

Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait
dengan Hak Cipta dan Desain Industri

jumlah rekomendasi hukum yang diberikan
kepada pihak yang meminta dibagi
rekomendasi hukum yang diajukan tahun

berjalan dikali 100%

1592 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

SK 2 Mewujudkan potensi kekayaan intelektual
mempunyai nilai ekonomis

Direktur Kerjasama &
Pemberdayaan Ki

Persentase peningkatan permohonan kekayaan
intelektual

selisih jumlah permohonan kekayaan
intelektual tahun berjalan dengan jumlah
permohonan kekayaan intelektual tahun
sebelumnya dibagi jumlah permohonan
kekayaan intelektual tahun sebelumnya dikali
100%




Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Ki

seli

sih jumlah peserta diseminasi yang
mengalami peningkatan pemahaman Kl tahun
berjalan dikurang jumlah peserta diseminasi
yang mengalami peningkatan pemahaman Kl
tahun sebelumya dibagi jumlah peserta
diseminasi yang mengalami peningkatan
pemahaman Kl tahun sebelumya dikali 100%

1593 - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis

SK 3

Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh
Indonesia

Direktur Merek dan Indikasi
Geografis

Persentase merek dan indikasi geografis yang
dilindungi

selisih jumlah penyelesaian permohonan
merek dan indikasi geografis sesuai peraturan
perundang-undangan yang masuk di tahun
berjalan dengan jumlah penyelesaian
permohonan merek dan indikasi geografis
sesuai peraturan perundang-undangan di
tahun sebelumnya dibagi jumlah penyelesaian
permohonan merek dan indikasi geografis
sesuai peraturan perundang-undangan di
tahun sebelumnya dikali 100%

Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum
Terkait Merek dan Indikasi Geografis

jumlah rekomendasi hukum yang diberikan
kepada pihak yang meminta dibagi
rekomendasi hukum yang diajukan tahun
berjalan dikali 100%

1594 - Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

SK 4

Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh
Indonesia

Direktur Paten, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang

Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD
yang dilindungi

selisih jumlah penyelesaian permohonan
Paten, DTLST, dan RD sesuai peraturan
perundang-undangan di tahun berjalan
dengan jumlah penyelesaian permohonan
Paten, DTLST, dan RD sesuai peraturan
perundang-undangan di tahun sebelumnya
dibagi jumlah penyelesaian permohonan
Paten, DTLST, dan RD sesuai peraturan
perundang-undangan di tahun sebelumnya
dikali 100%

Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum
Terkait Paten, DTLST, dan RD

jumiah rekomendasi hukum yang diberikan
kepada pihak yang meminta dibagi
rekomendasi hukum yang diajukan tahun
berjalan dikali 100%

1595 - Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

SK 5

Meningkatnya penegakan hukum Ki

Direktur Penyidikan dan
Penyelesain Sengketa

Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran
Kekayaan Intelektual

jumlah penanganan aduan pelanggaran Kl
tahun berjalan dibagi jumlah aduan
pelanggaran Kl tahun berjalan dikali 100%

Persentase Penyelesaian Sengketa HKI secara
Optimal

jumlah kasus yang terselesaikan secara tuntas
pada tahun berjalan dibagi jumlah kasus yang
masuk dik_ali 100%

1596 - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

SK 6

Layanan Online Kekayaan Intelektual

Direktur Teknologi Informasi
Kekayaan Intelektual

Persentase meningkatan Layanan Teknologi
Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan
Handal

Jumlah standar (SLA) yang terealisasi dibagi
dengan jumlah standar (SLA) yang
direncanakan dikali 100%

5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual

pertumbuhan ekonomi nasional.

SK 8 | yang berkualitas di kantor wilayah kementerian Kepala Kantor Wilayah
hukum dan HAM
#,2;2?1 Remaohonan Kt vang:dilsiinas kantor Jumiah layanan Kl yang difasilitasi di wilayah
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi i:g;ga%e::gggaa; g{:ﬁr&ﬁg'rfﬁg ;J;ﬁmom
kekayaan intelektual oleh kantor wilayah herdasarkan lols
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang
SK 9 | kekayaan intelektual oleh kantor wilayah Kepala Kantor Wilayah
kementerian hukum dan HAM yang handal
Jumlah penanganan aduan pelanggaran Kl
Ezrksaer::r??neslr:ai?l?;nan aduan pelanggaran tahun berjalan dibagi jumlah aduan
Y pelanggaran Kl tahun berjalan dikali 100%
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan
. pelanggaran kekayaan intelektual yang
gleh kga%tor il a¥1 yang Jumlah penanganan aduan pelanggaran ki
y tahun berjalan dibagi jumlah aduan
pelanggaran ki tahun berjalan dikali 100%
: Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan
gie\?\;ﬁ\;ar; :emantauan Produk Kekayaan Intelektual pelanggaran kekayaan intelektual yang
Y dilakukan oleh kantor wilayah
Memastikan penegakan hukum yang mampu
SS 4 | menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam




Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam
masalah pidana dan ekstradisi yang telah
ditindaklanjuti

Jumlah permintaan Bantuan Timbal Balik
dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi yang
telah ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
dan Ekstradisi yang masuk dikali 100%

Ditjen AHU

Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif,
Mandiri, Berdaya Guna

Menghitung Persentase Klien Pemasyarakatan
yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna
adalah dengan Membagi Jumlah Klien
Produktif dibagi dengan Jumlah Klien dikali
100%.

A
% Klien Produktif = Ik 100%

Keterangan :

A = Jumlah klien yang meneruskan
pendidikan, bekerja atau berwiraswasta
B = Jumlah Klien

Ditjien PAS

Persentase benda sitaan dan barang rampasan
yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)

Menghitung Benda Sitaan Dan Barang
Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan
Kualitasnya (Nilainya) adalah dengan Membagi
Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi
dengan Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah
dikali 100%.

A
% Pengelolaan Basan Baran = z x 100%

Keterangan :

A = Jumlah Basan Eksekusi

B = Jumlah Basan Inkrah (Mendapatkan
Putusan)

Ditien PAS

Persentase menurunnya residivis;

Menghitung Persentase Residivis adalah
dengan menghitung jumlah mantan narapidana
yang mengulangi tindak pidananya dalam
kurun waktu 2 (dua) tahun setelah dinyatakan
bebas dibagi dengan jumlah narapidana yang
telah bebas dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

A
% Menurunnya Residivis = B 100%

Keterangan :

A = Jumlah Mantan Narapidana yang telah
bebas dan mengulangi tindak pidananya
dalam Kurun Waktu 2 Tahun

B = Jumlah Narapidana Bebas dalam Kurun
Waktu 2 Tahun

Ditjen PAS

Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan
perawatan

Menghitung Persentase Tahanan yang
Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan
adalah dengan Mengurangi Jumlah Tahanan
dengan Jumlah Tahanan Overstaying. Hasil
Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan
dikali 100%.

% Perlindungan Tahanan = 2 x 100%

Keterangan :
A = Jumlah Tahanan
B = Jumlah Tahanan Overstaying

Ditien PAS

SP2A | Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat Direktur Jenderal Administrasi
2 sasaran Hukum Umum
Jumlah permintaan Bantuan Timbal Balik
Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi yang
masalah pidana dan ekstradisi yang telah telah ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan
ditindaklanjuti Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
dan Ekstradisi yang masuk dikali 100%
SK 3 Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat Direktur Otoritas Pusat dan
sasaran Hukum Internasional
Jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam
masalah pidana dan ekstradisi yang telah
ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh
permintaan bantuan timbal balik dalam
Persentase permintaan dan perjanjian bantuan masalah pidana dan ekstradisi yang masuk,
timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi ditambah jumlah perjanjian bantuan timbal
yang telah ditindakianjuti balik dalam masalah pidana dan ekstradisi
yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh
perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah
pidana dan ekstradisi yang diusulkan, dikali
100%
Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan
yang profesional dalam mendukung penegakan :
SF;ZB hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda gg;g:;:;’:’af;'

sitaan dan barang rampasan negara, narapidana,
anak, dan kiien Pemasyarakatan

Indeks keberhasilan pembinaan narapidana

Menghitung Indeks Keberhasilan Pembinaan
Narapidana Adalah Dengan Menjumlahkan
Nilai Dari Setiap Variabel Keberhasilan
Pentahapan Pembinaan Dibagi Dengan
Jumlah Variabel Dikali 100%.




(A+B+C+D)
4

Indeks Pembinaan =
X 100%

A
Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Bery
_ Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Dispi
- Jumlah Narapidana Resiko Tinggi
yang Mendapatkan Program Pembinaan
X 100%

B

Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Der
Memuaskan Pada Instrument Penilaian K|
Jumlah Narapidana Resiko Tingg

yang Mendapatkan Program Pembi

x 100%

c
_ Jumlah Narapidana Terampil Bersertifikat

Jumlah Narapidana Dilatih

x 100%

D
Jumlah Narapidana Bekerja dan Produ]

= Jumlah Narapidana yang Mengikuti Progran|
x 100%

Keterangan :

A = Persentase Narapidana resiko tinggi yang
berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan
Dispilin

B = Persentase narapidana yang memperoleh
nilai baik dengan predikat memuaskan pada
instrument penilaian kepribadian

C.= Persentase Narapidana yang terampil dan
bersertifikat

D = Persentase narapaidana yang bekerja dan
produktif

Indeks Pemenuhan Hak Narapidana

Menghitung  Indeks  Pemenuhan  Hak
Narapidana Adalah Dengan Menjumlahkan
Nilai Dari Setiap Variabel Pemenuhan Hak
Dibagi Dengan Jumlah Variabel Dikali 100%.

(A+B)

Indeks Pemenuhan Hak = 3

% 100%

A
_ Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak |
" Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat

Diusulkan Mendapatkan hak Remisi

x 100%
B
Jumlah Narapidana yang Mendapatk
_ Program Reintegrasi Sosial
~ Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat §
dan Administratif untuk diusulkan menda
Program Reintegrasi Soisal

x 100%

Keterangan :

A = Persentase Narapidana yang
Mendapatkan Hak Remisi

B = Persentase Narapidana yang
Mendapatkan Layanan Program Reintegrasi
Sosial (PB, CB, CMB)

Indeks keberhasilan program pembimbingan klien
pemasyarakatan

Menghitung Indeks Keberhasilan Program
Pembimbingan  Klien  Adalah  Dengan
Menjumlahkan Nilai Dari Setiap Variabel
Keberhasilan Pembimbingan Dibagi Dengan
Jumlah Variabel Dikali 100%.

A+B+C
Indeks Pembimbingan = (—Tl X 100%

Jumlah Litmas yang Diselesaikan
A= - -
Jumlah Permintaan Litmas
x 100%




B

_ Jumlah Klien yang mengikuti Program Pemb

Jumiah Klien Pemasyarakatan
x 100%
Keterangan :
A = Persentase Penyelesaian Litmas
B = Persentase  Bimbingan  Klien
Pemasyarakatan
C = Persentase Pengawasan Klien
Pemasyarakatan

Indeks pembinaan khusus anak

Menghitung Indeks Pengentasan Anak Adalah
Dengan Menjumlahkan Nilai Dari Setiap
Variabel Pengentasan Anak Dibagi dengan
Jumlah Variabel Dikali 100%.

x 100%

(A+B)
2

Indeks Pengentasan Anak =

Jumlah Anak yang Mendapatkan Diversi
= Jumlah Anak Didampingi
yang Memenuhi Syarat Diversi
x 100%

B
_ Jumlah Anak yang Melanjutkan Pendidikan

Jumlah Anak

% 100%

Keterangan :

A = Persentase Pengentasan Anak dalam
Proses Pra Adjudikasi dan Adjudikasi

B = Persentase Pengentasan Anak pada
Proses Post Adjudikasi

Indeks Pengelolaan Basan Baran

Menghitung Indeks Pengelolaan Benda Sitaan
(Basan) dan Barang Rampasan Negara
(Baran) Adalah Dengan Menjumlahkan Nilai
Dari Setiap Variabel Pengelolaan Basan Baran
Dibagi Dengan Jumlah Variabel Dikali 100%.

Indeks Lola Basan Baran
_(A+B+C+D+E)
- 5

x 100%

A
Jumlah Basan Diregistrasi dan Terverifikasi
Sesuai Tingkat Pemeriksaan
Jumlah Benda Sitaan Negara

% 100%

B
Jumlah Baran Diregistrasi dan Terverifikasi
Sesuai Tingkat Pemeriksaan
Jumlah Barang Rampasan Negara
x 100%

Jumlah Basan dan Baran yang
_ Diklasifikasikan dan Ditempatkan

Ge= Jumlah Basan dan Baran
x 100%
D
_ Jumlah Basan dan Baran yang Ditaksir Nilai
- Jumlah Basan dan Baran
% 100%
E

Jumlah Penyimpanan, Pengamananan,
_ Pemeliharaan dan Penyelamatan Basan dan B
- Jumlah Basan dan Baran

% 100%

Keterangan :

A = Persentase Registrasi Benda Sitaan
Negara

B = Persentase Registrasi Barang Rampasan
Negara

C = Persentase Pengklasifikasian dan
Penempatan Basan dan Baran

D = Persentase Penilaian Basan dan Baran




E = Persentase Penyimpanan,
pengamananan, pemeliharaan dan
penyelamatan Basan dan Baran

Indeks Pelayanan Tahanan

Menghitung Indeks Pelayanan Tahanan Adalah
Dengan Menjumlahkan Nilai Dari Setiap
Variabel Pelayanan Tahanan Dibagi Dengan
Jumiah Variabel Dikali 100%.

Indeks Pelayanan Tahanan
_(A+B+C+D)

4
x 100%

_ Jumlah Data Tahanan Terverifikasi
- Jumlah Tahanan
x 100%

Jumlah Tahanan yang Mendapatkan
_ Pelayanan Hukum
~ Jumlah Pemohon Pelayanan Hukum
X 100%

Jumlah Tahanan yang Mendapatkan
Bimbingan Keterampilan

C=
Jumlah Tahanan
x 100%
Jumlah Tahanan yang Mendapatkan
D= Bimbingan Kepribadian
- Jumlah Tahanan
x 100%
Keterangan :

A = Persentase Pengadministrasian Tahanan
B = Persentase Tahanan yang Mendapatkan
Pelayanan Hukum

C = Persentase Tahanan yang Mendapatkan
Bimbingan Keterampilan

D = Persentase Tahanan yang Mendapatkan
Bimbingan Kepribadian

1 ,58_?'1'..:'ngqggéléﬁ.g;é,a_{aan;tiegiai:aﬁntdi‘

———————

idang Peayanan Tahanan dan F

olaan Benda Sitaan Negara

a dan Barang Rampasan Negara

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan

Direkfur Pelayanan Tahanan
dan Pengelolaan Benda

Baran

oK Pemasyarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan Sitaan dan Barang Rampasan
Negara
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Jumlah  Tahanan yang mendapatkan
Penyuluhan Hukum Penyuluhan dibagi Jumlah Tahanan Dikali
100%
I Jumiah Tahanan yang Memperoleh Fasilitasi
ngteg:\aile : ahanan yang memperoleh Fasilitasi bantuan Hukum dibagi Jumlah Pemohon
uan nukum Bantuan Hukum Dikali 100%

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan B;f:t:;g;fgzrri‘aé\e‘lr'ﬂ;anan

SK2 | Pemasyarakatan di Bidang Pengelolaan Basan

Sitaan dan Barang Rampasan
Negara

Persentase benda sitaan dan barang rampasan
yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)

Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan

baran

Jumlah Basan Basan

nyelenggaraan Kegiatan Pembi

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan :

Pemasyarakatan di Bidang Pembinaan Narapidana

dan Latihan Kerja Produksi

Direktur Pembinaan
Narapidana dan Latihan Kerja
Produksi

Persentase Narapidana yang mendapatkan hak
remisi

Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak
Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang
memenuhi Syarat Substantif dan Administratif
untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi
Dikali 100%

Persentase narapidana yang mendapatkan layanan

program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB)

Jumlah Narapidana yang Mendapatkan
Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah
Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif
dan Administratif untuk diusulkan
mendapatkan Program Reintegrasi Soisal
dikali 100%

Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik

dengan predikat memuaskan pada instrument
penilaian kepribadian

Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai
Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada
Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi
Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang
Mendapatkan Program Pembinaan dikali
100%




menyatakan kesetian pada NKRI

Jumlah narapidana Terorisme yang telah sadar dan

Jumlah Narapidana Terorisme yang telah
sadar dan menyatakan kesetian pada NKRI

Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah

perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin

Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang
Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh
dan Dispilin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana
Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program
Pembinaan Dikali 100%

Persentase Narapidana yang terampil dan
bersertifikat

Jumlah Narapidana Terampil Bersertifikat
Dibagi Jumlah Nrapidana Dilatih Dikali 100%

Persentase narapaidana yang bekerja dan produktif

Persentase narapaidana yang bekerja dan
produktif dibagi Jumlah narapidana yang
mengikuti program asimilasi dikali 100%

Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi

Jumlah Narapidana yang mengikuti
pendidikanrﬁnggi

1677. Penyelenggaraan Kegiatan

'":B_jfj;én-g‘:BEkﬁbinéanZK_'e_rﬁa‘sya}akatan"dan ﬁengentasan Anak

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan

Direktur Bimbingan

Pemasyarakatan di Bidang Pengentasan Anak

SK 4 | Pemasyarakatan di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan dan
Kemasyarakatan Pengentasan Anak
; g Jumlah Litmas yang Diselesaikan dibagi
Persantase Panyelesalan Limas Jumiah Permintaan Litmas dikali 100%
Jumlah Klien yang mengikuti Program
Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan Pembimbingan dibagi Jumlah Klien
Pemasyarakatan dikali 100%
Jumlah Klien Pemasyarakatan yang
Eerse;tr:tse Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan melakukan pelanggaran dibagi jumlah Klien
ersy Pemasyarakatan dikali 100%
SK5 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Eg;l::r :rlan:c:t;?lagan
Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Output PN) Pang erft v R
Jumlah Pokmas yang melaksanakan program Jumlah Pokmas yang melaksanakan program
pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat
’ Jumlah Klien Pemasyarakatan yan
Persentase Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan pro gra):n pe mbergaygan diini
m'endapatk'an pragram pemberqayaan dan. reintergrasi dalam rangka keadilan restorative
reintergrasi dalam rangka keadilan restoratif dibagi Jumlah Klien dikali 100%
. 2 Direktur Bimbingan
SK6 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kemasyarakatan dan

Pengentasan Anak

Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan

Jumlah Anak yang melanjutkan pendidikan di
LPKA dibagi Jumlah Anak di LPKA dikali
100%

Persentase Anak yang Mengikuti kegiatan
Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat

Jumlah Anak yang Mengikuti kegiatan
Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat
dibagi Jumlah Anak dikali 100%

Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi

Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi
dibagi Jumlah Anak yang memenuhi Syarat
Substantif dan Administratif untuk diusulkan
memperoleh Hak Integrasi dikali 100%

Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi

Jumlah Anak yang memperoleh Hak Remisi
dibagi Jumlah Anak yang memenuhi Syarat
Substantif dan Administratif untuk diusulkan
memperoleh Hak Remisi dikali 100%

Persentase Anak yang memperoleh Hak
Pengasuhan

Jumlah Anak yang Memperoleh hak
Pengasuhan dibagi Jumlah Anak dikali 100%

Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal

dan Non Formal

Jumlah Anak Yang Memperoleh Hak
Pendidikan Formal Dan Non Formal Dibagi

5252. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

Jumlah Anak Dikali 100%

SK 13

Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan
Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah

Kepala Divisi Pemasyarakatan

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di
Wilayah

Menghitung Indeks Penyelenggaraan
Pemasyarakatan Di Wilayah Adalah Dengan
Menjumlahkan Nilai Dari Setiap Variabel
Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dibagi
Dengan Jumlah Variabel Dikali 100%.

Indeks Pemasyarakatan
_(A+B+C+D+E+F+G+H+1I)
- 9

% 100%

A = Nilai Indeks Keamanan di Wilayah

B = Nilai Indeks Derajat Parameter Kesehetan
di Wilayah

C = Nilai Indeks Pelayanan Tahanan di
Wilayah

D = Nilai Indeks Pengelolaan Basan dan
Baran di Wilayah

E = Nilai Indeks Pembinaan Narapidana di
Wilayah

F = Nilai Indeks Pengentasan Anak di Wilayah
G = Nilai Indeks Pembimbingan di Wilayah

H = Nilai Indeks Kerjasama Pemasyarakatan
di Wilayah

| = Nilai Indeks Kepuasan Layanan
Pemasyarakatn di Wilayah




Menktya Pelayanan Tahanan di ilaa sesuai |
standar

Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

Jumlah Tahanan Overstaying Dibagi Dengan
Jumlah Tahanan Dikali 100%, Hasil

Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan
Penyuluhan Hukum

Jumlah Tahanan Yang Memperoleh
Penyuluhan Hukum Dibagi Jumlah Tahanan
Dikali 100%

Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi
Bantuan Hukum

Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi
Bantuan Hukum Dibagi Jumlah Pemohon
Bantuan Hukum Dikali 100%

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian,

SK 16 | Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Kepala Lapas
Narapidana Resiko Tinggi

Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai
Persentase narapidana yang memperaleh nilai baik E::tkmnnf:r? ilg;:gﬁaéx;?:;zzagi::gia
den.galn predik.at m.emuaskan pada instrument Jumlah Narapidana Resiko Tinggi Yang
penllaian kepribadian Mendapatkan Program Pembinaan Dikali

100%

Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak

; Remisi Dibagi Jumlah Narapidana Yang
:J:ési;ntase narapidana yang mendapatkan hak Memenuhi Syarat Substantif Dan Administraif

Untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi

Dikali 100%

Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan

Program Reintegrasi Sosial Dibagi Jumlah
persentase narapidana yang mendapatkan hak Narapidana Yang Memenuhi Syarat Substantif

p
integrasi Dan Administratif Untuk Diusulkan

Mendapatkan Program Reintegrasi Soisal

Dikali 100%

Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak
persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Dibagi Dengan Jumlah
Pendidikan Narapidana Yang Tidak Memeiliki

Latarbelakang Pendidikan Formal Dikali 100%

Jumlah Narapidana Resiko Tinggi Yang
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah | Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh

. e e Dan Dispilin Dibagi Jumlah Jumlah
perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin Narapidana Resiko Tinggi Yang Mendapatkan

Program Pembinaan Dikali 100%

. Jumlah Narapidana Yang Memperoleh
Perst?n.tase narapldapa yang mc?mperole'zh . Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi
Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Dibagi Jumlah Narapidana Dikali 100%

Jumlah Narapidana Yang Bekerja Dan
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif Produktif Dibagi Jumlah Narapidana Yang

Menjalankan Program Asimilasi Dikali 100%
Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan (Indicator Khsusus Penyelenggara Pendidikan
tinggi Tinggi Bagi Narapidana
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran

SRSl di wilayah sesuai standar SShe s pbasan

Jumlah benda sitaan dan barang rampasan
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dibagi
yang terjaga kualitas dan kuantitasnya jumlah seluruh benda sitaan dan barang

rampasan dikali 100%

) Jumlah Benda Sitaan Yang Telah Eksekusi
Perseqtase benda sitaan dan barang rampasan Dibagi Dengan Jumlah Ber% da Sitaan Yang
yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang Telah Inkrah (Berkekuatan Hokum Tetap)
berkuatan hukum tetap Dikali 100%
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien
pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan
SKi19 klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai KeoalaiBanas
standar

Jumlah Klien Usia Produktif Yang Memperoleh
Persentase klien usia produktif yang memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga
atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga Dibagi Jumlah Klien Usia Produktif Dikali

100%

: Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana
Per§entase Anak yang mendapatkan putusan pidana Penjara D?bagi Junl:!ah Pendampingan Anak
PERCI Dikali 100%
: : Jumlah Klien Anak Yang Melanjutkan
F’ersz.en‘tase Kllag. Anak yang terpenubit hak Pendidikan Di Dibagi Jumlah Klien Anak Dikali
pendidikannya 100%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di
SK 20 | LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai Kepala LPKA

standar

Persentase Anak yang mengikuti kegiatan
Pendidikan keterampilan dan bersertifikat

Jumlah Anak Yang Terampil Dibagi Jumlah
Anak Yang Mengikuti Pendidikan
Keterampilan Dikali 100%

Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi

Jumlah Anak Yang Mendapatkan Program
Reintegrasi Sosial Dibagi Jumlah Anak Yang
Memenuhi Syarat Substantif Dan Administratif
Untuk Diusulkan Mendapatkan Program
Reintegrasi Soisal Dikali 100%

persentase Anak yang memperoleh Hak
Pengasuhan sesuai standar

Jumlah Anak Yang Meperoleh Pengasuhan
Dibagi Jumlah Anak Dikali 100%

Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal
dan non formal

Jumlah Anak Yang Mengikuti Pendidikan
Formal Dan Non Formal Dibagi Jumlah Anak
Dikali 100%




FORMULASI F

il e e S I S

sS5 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas
keamanan dan kedaulatan NKRI.

Indake keamanandan Ketsrtibar UPT Berdasarkan Hasil Penilaian Instrument

Pemasyarakatan Keamanan Dan Ketertiban UPT Ditjen PAS
Pemasyarakatan
Perhitungan menggunakan metode survey
Indeks pengamanan Keimigrasian berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Ditjen Imigrasi
Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00
SP2B | Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan Direktur Jenderal
3 yang Aman dan Tertib Pemasyarakatan

Berdasarkan Hasil Penilaian Instrument
Keamanan Dan Ketertiban UPT
Pemasyarakatan

1582. Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan dan Keamanan dan Ketertiban
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan

Indeks keamanan dan Ketertiban UPT
Pemasyarakatan

SK 8 | Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Eg:aeﬁ?;aﬁeamanan dan
Ketertiban
; : Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan Dibagi
Persentase pengaduan yang diselesaikan Jumlah Pengaduan Yang Masuk Dikali 100%
Z UPT Yang Tidak Mengalami Gangguan Kamtib
Persentase pencegahan gangguan kamtib I UPT yang Melaporkan Hasil Pemetaan
Potensi Kerawanan
x 100%
Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata ‘g]amniahu;—ih:;;;?s;p'd&g?ﬁ?:: liJelaku
tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Pela?ﬂ% TS O agig T
gangguan:Kambb Gangguan Kamtib Dikali 100%
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca éimn;a;u:rfnlz:m?; g:g:::'Tﬁerﬁan;aBiabnagiasca
gangguan kamfib secara tuntgs Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%
5252. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di WilayahS
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban
SK 18 di wilayah sesual standar Kepala Lapas/Rutan/LPKA
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi
standar Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%
Z UPT Yang Tidak Mengalami Gangguan Kamtib
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah T UPT yang Melaporkan Hasil Pemetaan
Potensi Kerawanan
X 100%
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata ;Z:';ZE;: E’ﬁggﬁiﬁg‘iﬁ%ﬁgigiPe{aku
tertib oleh 'l:ahat%anlNarapldana/Anak pelaku pelanggarannya dibagi Jumlah Pelaku
gangguan kamti Gangguan Kamtib dikali 100%
: 2o Jumiah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca
F’:;ser;t;lsekg;?; lg;i’; rl;oruc::z:eamanan pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi
8angg Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%
SP2C Meningkatnya stabilitas keamanan melalui
5 pencegahan, pengawasan dan penindakan Direktur Jenderal Imigrasi

Keimigrasian

Perhitungan menggunakan metode survey
Indeks Pengamanan Keimigrasian berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00

1585 - Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian

SK 3 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang

IhaljeaKainoes an Direktur Intelijen Keimigrasian

Perhitungan menggunakan metode survey
berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00

SK 4 | Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian Direktur Intelijen Keimigrasian

Jumlah produk intelijen keimigrasian yang
ditindaklanjuti dibagi seluruh produk intelijen
yang dihasilkan dikali 100%

1588 - Pe_'ngawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian

Indeks kualitas kebijakan di bidang Intelijen
Keimigrasian

Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian
yang ditindaklanjuti

SK 7 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang Direktur Pengawasan dan
pengawasan dan penindakan Keimigrasian Penindakan Keimigrasian
: 5 s Perhitungan menggunakan metode surve
'”d‘?"s kualltas.ke’buak'an di bidang pengawasan dan berbasisgap!ikasi 8gng dilakukan oleh Ditjgn
penindakan Keimigrasian Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00
SK 8 Meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui Direktur Pengawasan dan
pengawasan dan penindakan Keimigrasian Penindakan Keimigrasian
Perhitungan menggunakan metode survey
Indeks penegakan hukum Keimigrasian berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen

Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00

SS6 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan Survei kepuasan masyarakat terhadap
dokumentasi hukum pemberian layanan dokumentasi hukum BPHN
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang Presentase Jumlah desa/kelurahan binaan

terbentuk di masing-masing wilayah yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai




desalkelurahan sdar hukum dibagi dengan
usulan dari kantor wilayah

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi
yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

Jumlah orang miskin yang memperoleh
bantuan hukum litigasi sesuai peraturan
bantuan hukum dibagi seluruh permohonan
bantuan hukum litigasi X 100%

Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi
yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

Jumlah orang miskin yang memperoleh
bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan
bantuan hukum dibagi seluruh permohonan
bantuan hukum non litigasi X 100%

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Survei kepuasan penerima bantuan hukum
terhadap layanan bantuan hukum

SP3B

Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum

Kepala Badan Pembinaan
Hukum Nasional

Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan
dokumentasi hukum

Survei kepuasan masyarakat terhadap
pemberian layanan dokumentasi hukum

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi
yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

Jumlah orang miskin yang memperoleh
bantuan hukum litigasi sesuai peraturan
bantuan hukum dibagi seluruh permohonan
bantuan hukum litigasi X 100%

Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi
yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

Jumlah orang miskin yang memperoleh
bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan
bantuan hukum dibagi seluruh permohonan
bantuan hukum non litigasi X 100%

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Survei kepuasan penerima bantuan hukum
terhadap Iayanan bantuan huqup_ :

1610 - Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

SK 4

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas
tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang
lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses
masyarakat

Kepala Pusat Dokumentasi
dan Jaringan Informasi Hukum
Nasional

Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

Jumlah anggota JDIHN aktif dibagi dengan
jumlah anggota JDIHN kali 100 %

Indeks kepuasan layanan perpustakaan

Survei kepuasan masyarakat terhadap
pemberian layanan perpustakaan

Persentase website anggota JDIHN aktif yang
terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN

Jumlah website anggota JDIHN yang
terintegrasi dibagi dengan jumlah anggota
JDIHN aktif tahun berjalan kali 100 % _

1612 — Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum

SK5

Meningkatnya kesadaran hukum dan akses
keadilan masyarakat.

Kepala Pusat Penyuluhan dan
Bantuan Hukum

Persentase desal/kelurahan sadar hukum yang
terbentuk di masing-masing wilayah

Presentase Jumlah desa/kelurahan binaan
yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai
desa/kelurahan sadar hukum dibagi dengan
usulan dari kantor wilayah

Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi
standar kompetensi

Jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum
yang telah mengikuti kegiatan pengembangan
kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh
Hukum

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Survei kepuasan penerima bantuan hukum

4841 - Penye!en_ggara_an Kesadaran dan Pemahaman Hukum d

terha_g:la_p layanan _bantuan hukum_ _
i Wilayah

Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya

Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SK 7 | akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di Kepala Kantor Wilayah
wilayah
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi ‘é:mf:nor:ﬂﬂgr:;ﬁr;;éilgsg?r:g;ﬂ;m
yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- bantuan hukum dibagi seluruh permohonian
undangan bantuan hukum litigasi X 100%
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi ‘tj):mta:norzzﬂgr;nfg;nl%izgiirgggjg??é?;mran
yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- bantuan hukum dibagi seluruh permohonan
undangan bantuan hukum non litigasi X 100%
Survei kepuasan penerima bantuan hukum
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum
Presentase Jumlah desa/kelurahan binaan
Persentase desal/kelurahan sadar hukum yang yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai
terbentuk di masing-masing wilayah desal/kelurahan sadar hukum dibagi dengan
usulan dari kantor wilayah
i i Jumlah website anggota JDIHN yan
Perste ntass ;VEbSIte angg'(;ta JDIHI\L aktlf yiB?HN terintegrasi dibagi ggngan jumlaryt an%gota
terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN Kali 100%
S5 7 Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya

Persentase ASN yang telah memenuhi standar
kompetensi jabatan

(N/X) x 100%

N =3 laporan penilaian kompetensi yang
minimal cukup optimal atau masih memenuhi
syarat

X =3 Total laporan penilaian kompetensi

BPSDM




Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

Menggunakan survey

(N/X) x 100%

N = ¥ alumni pelatihan yang meningkat
kinerjanya
X = ¥ Total jumlah alumni pelatihan

BPSDM

SP1D

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di

Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kepala Badan Pengembangan
Sumber. Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia

Persentase hasil penilaian kompetensi yang
ditindaklanjuti oleh pengguna

Menggunakan survey
(N/X) x 100%

N =3 Jumlah hasil pengisian data kuisioner
tindak lanjut assesment yang dikembalikan
unit pengguna

X =3 Total jumlah data Survei yangdikirimkan
oleh Puspenkom

Kepala Pusat Penilaian
Kompetensi

Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan

pengembangan kompetensi

(N/X) x 100%

N =¥ Jumlah ASN yang mendapatkan
pengembangan kompetensi
X =% Total jumlah ASN Kemenkumham

Kepala Pusat Penilaian
Kompetensi

Persentase Alumni Pelatihan yang sudah
melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi
bidang tugasnya

Menggunakan survey
(N7X) x 100%

N = ¥ Jumlah alumni pelatihan yang
melaksanakan tugas sesuai kompetensi
bidang tugasnya

X = ¥ Total jumlah alumni pelatihan

Sekretaris BPSDM Hukum
dan HAM

1621 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang

Fungsional dan HAM

SK 1

Terselenggaranya Pelatihan Fungsional dan HAM

Kepala Pusat Pengambangan
Diklat Fungsional dan HAM

Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi

jabatan fungsional

(N/X) x 100%

N = ¥ Jumlah modul yang sesuai dengan
kompetensi jabatan fungsional

X =¥ Total modul kompetensi jabatan
fungsional

Menggunakan survei

(N/X) x 100%

N =¥ Jumlah penilaian penyelenggaraan
pelatihan fungsional dan HAM yang di nilai
baik

X =¥ TotalJumlah penilaian penyelenggaraan
pelatihan fungsional dan HAM

Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan
Fungsional dan HAM

Menggunakan survey
(N/X) x 100%

N = ¥ alumni pelatihan fungsional dan ham
yang meningkat kinerjanya

X =73 Total jumlah alumni pelatihan fungsional
dan ham

Persentase alumni pelatihan Jabatan Fungsional

dan HAM yang meningkat kinerjanya

(N/X) x 100%

N = ¥ Jumlah modul yang sesuai dengan
kompetensi jabatan fungsional

X =3 Total modul kompetensi jabatan
fungsional

1622 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetel

i Aparatur

SK 2

Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi
Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

Kepala Pusat Penilaian
Kompetensi

Persentase Aparatur Kumham yang memperoleh
penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar

penyelenggaraan

(N7X) x 100%

N =% Jumlah output ASN yang memperoleh
penilaian kompetensi sesuai standar

X = ¥ Total jumlah target peserta penilaian
kompetensi

Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis

teknologi informasi

{N/X) x 100%

N =¥ Jumlah output ASN yang memperoleh
penilaian kompetensi berbasis teknologi

X =¥ Total jumlah target pepenilaian
kompetensi

Tingkat kepuasan aparatur Kumham dalam
memperoleh pengembangan dan penilaian
kompetensi

Rumus perhitungan IKM yang digunakan
berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan

Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi

1623 - Penyelenggaraan Pendidikan da

Nomor 14 Tahun 2017 dengan persepsi r;ilai

atihan Teknis dan Kepemimpinan

SK 3

Terselenggaranya Pelatihan di Bidang Teknis dan

Kepemimpinan

Kepala Pusat Pengambangan
Diklat Teknis dan
Kepemimpinan

Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi

teknis dan manajerial

(N/X) x 100%

N =3 Jumlah modul yang sesuai dengan




kompetensi teknis dan manajerial
X = ¥ Total modul kompetensi teknis dan
manajerial

Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan

Menggunakan survei
(N/X) x 100%

N =¥ Jumlah penilaian penyelenggaraan
pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang di
nilai baik

X = ¥ Totaldumlah penilaian penyelenggaraan
pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

Persentase alumni pelatihan Teknis dan
Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya

Menggunakan survey
(N/X) x 100%

N = ¥ alumni pelatihan Teknis dan
Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya
X = ¥ Total jumlah alumni pelatihan Teknis
dan Kepemimpinan

1624 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BP

SDM Hukum dan HAM

Tersedianya Dukungan Manajemen dan Dukungan

SKi4, Teknis Lainnya

Sekretaris BPSDM Hukum
dan HAM

Nilai reformasi birokrasi

Berdasarkan nilai reformasi birokrasi yang
diberikan Kemenpan

Nilai SMART Berdasarkan nilai aplikasi SMART DJA
Nilai SAKIP Berdasarkan nilai SAKIP yang diberikan Itjen
Indeks IKPA Berdasarkan nilai indeks IKPA aplikasi OM

SPAN Kem_enkeu_

5249 - Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah

SK 6 | Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah

Kepala Balai Diklat Hukum
dan HAM

Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di
Wilayah

Menggunakan survei
(N/X) x 100%

N =3 Jumlah penilaian penyelenggaraan
pelatihan di wilayah

X =3 TotalJumlah penilaian penyelenggaraan
pelatihan di wilayah

Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM
yang memiliki kompetensi di bidang
Pemasyarakatan dan Keimigrasian

SP1D

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia

Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan
Politeknik lImu Pemasyarakatan yang ditempatkan
sesuai dengan kompetensi jabatan

(N/X) x 100%

N =¥ Jumlah kelulusan Politeknik Imigrasi
dan Politeknik llmu Pemasyarakatan yang
ditempatkan sesuai dengan kompetensi
jabatan

X = ¥ Total Jumlah kelulusan Politeknik
Imigrasi dan Politeknik llmu Pemasyarakatan

1620 - Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan

Terselenggaranya Pendidikan Kedinasan di Bidang

Direktur Politeknik limu

organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

SK Pemasyarakatan dan Imigrasi Pemasyarakatan dan Imigrasi

(N/X) x 100%
: . N =% Jumlah kelulusan Politeknik Imigrasi
I:ersgn[t_a:s: I%J(ll;sgn qu:;e!:ln|kr:!mrté;'?2'tla;y:r;aul;a;:2n dan Politeknik limu Pemasyarakatan dengan
g1 ONEShS IeIgha sl Oendan P predikat memuaskan

X =¥ Total Jumlah kelulusan Politeknik
Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

sss8 Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja

Nilai Reformasi Birokrasi

Penilaian Menpan RB

Sekretariat Jenderal

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Penilaian Menpan RB

Sekretariat Jenderal

Indeks maturitas SPIP

Laporan hasil Maturitas SPIP dari BPKP

Inspektorat Jenderal

Opini atas Laporan Keuangan

Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan
Kementerian Hukum dan HAM

Inspektorat Jenderal

Indeks Persepsi integritas

Hasil Penilaian Mandiri Persepsi Integritas
Kemenkumham oleh ITJEN

Inspektorat Jenderal

Persentase KT yang disitasi

I sitasi tahun sekarang (n)=Z ritasi tabun sebelumnya (n—-1}
Lsitasi tahun sebelumnya (n-1)

x 100

%Balitbang Hukum dan HAM

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif
SP1A | dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan

Sekretaris Jenderal

1 HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan
berbasis Tl
; e - Jumlah Satuan Kerja yang mendapat nilai
fBeéEentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal AKIP minimal “BB” dibagi seluruh Satuan

Kerja dikali 100%

Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB
minimal 80

Jumlah Satuan Kerja yang mendapat nilai
capaian RB minimal 90 dibagi seluruh Satuan
Kerja dikali 100%

Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh
predikat WBK/WBBM

Jumlah Satuan Kerja Yang berhasil
memperoleh predikat WBK/WBBM dibagi

seluruh Satuan Kerja dikali 100%




§ Itegritas enHukum dan |

HAM

Hasil Penilaian Mandiri F’eesi Integrias
Kemenkumham oleh ITJEN

1555. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program

dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja

SK 1

Terwujudnya organisasi lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM yang efektif dan efisien

Kepala Biro Perencanaan

Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan
8 area perubahan

Jumlah Satuan Kerja yang
mengimplementasikan 8 area perubahan
dibagi jumlah seluruh Satuan Kerja dikali
100%

1553. Péngelola‘an dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM

SK 2

Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya
manusia

Kepala Biro Kepegawaian

Prosentase pegawai yang memeproleh hak-hak
yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari
Recruitment sampai dengan Retirement

Jumlah pegawai yang memeproleh hak-hak
yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari
Recruitment sampai dengan Retirement dibagi
jumlah seluruh ASN Kemenenterian Hukum
dan HAM dikali 100%

1556. Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM

SK 3

Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM

Kepala Biro Pengelolaan BMN

Prosentase BMN yang digunakan untuk mendukung
tusi sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM

(Jumlah BMN yang digunakan untuk
mendukung tusi/jumiah seluruh BMN
Kemenkumham) x 100%

Prosentase menurunnya nilai temuan BMN di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

(Jumlah nilai temuan tahun (n-1) - n /jumlah
nilai temuan n-1) x 100 %

1557. Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM

SK 4

Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan
dan kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan
HAM

Kepala Biro Umum

persentase pegawai yang puas atas layanan umum
internal kesekjenan

Jumlah Satuan Kerja yang puas atas layanan
umum internal Kesekjenan dibagi jumlah
seluruh Satuan Kerja dikali 100%

1552. Hubungan Masyarakat, Hukum dan Ke’r]é Sama Kementerian Hukum dan HAM

SK 5

Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan
HAM

Kepala Biro Humas

Persentase opini positif terhadap pemberitaan
Kementerian Hukum dan HAM di media

Jumliah opini positif pemberitaan Kementerian
Hukum dan HAM di media dibagi jumlah
seluruh berita Kementerian Hukum dan HAM
di media x 100%.

5849. Pusat Dafa dan:Tekanogi'Informasif'Kementgrian Hukum dan HAM

SK 6

Meningkatnya pemanfaatan Tl untuk layanan hukum
dan HAM

Kapusdatin

Indeks Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Indeks Domain Tata kelola

n
al
Indeks Domain; = ED. Z NA;j x BAy
i 4
J=m

Indeks Domain Layanan Surat Pemerintahan
Berbasis Elektronik

NDj adalah nilai indeks domain ke-j;
BDj adalah nilai bobot domain ke-j.

1558. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

SK7

Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif
Kantor Wilayah yang efektif dan efisien

Kepala Kantor Wilayah

Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan
Kantor Wilayah

Survey internal di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM atas layanan
internal yang dilaksanakan oleh Divisi
Administrasi.

6234 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditien AHU

SK - A T Sekretaris Direktorat Jenderal
10a Meningkatnya citra positif Ditjen AHU Pt eyt (ML Ui

Jumlah pemberitaan positif mengenai Ditien AHU di Jumlah pemberitaan positif mengenai Ditjen

media AHU di media
SK Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya Sekretaris Direktorat Jenderal
10b manusia Administrasi Hukum Umum

Persentase jumlah pegawai yang puas terhada Jumlah pegawai yang puas terhadap

lavanan ba je awaian yangp P kepegawaian dibagi jumlah pegawai yang

Y Peg memberikan penilaian dikali 100%
SK Mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan Sekretaris Direktorat Jenderal
10c | efisien Administrasi Hukum Umum
_— - Penyusunan dan penyampaian Laporan
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Ditien AHU Keuangan (LK) Ditien AHU yang tepat waktu
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
T - (IKPA) Ditien AHU di Aplikasi Online
MlialIKEA Diyar AR Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OMSPAN)

SK Meningkatkan kualitas perencanaan dan Sekretaris Direktorat Jenderal
10d penganggaran Ditien AHU Administrasi Hukum Umum

Nilai SMART Ditien AHU Nilai capaian SMART Ditjien AHU
SK Terwujudnya organisasi lingkungan Ditien AHU yang Sekretaris Direktorat Jenderal
10e efektif dan efisien Administrasi Hukum Umum




Indeks penilaian RB

Hasil Penilaian terhadap Penerapan

Reformasi Birokrasi Ditien AHU

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Ditien AHU

Hasil Survei kepuasan masyarakat terhadap
layanan Ditjen AHU

SK Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen Sekretaris Direktorat Jenderal
10f AHU Administrasi Hukum Umum
Jumlah kebutuhan BMN yang terpenuhi,
- tercatat, dan terkelola dengan baik dibagi
Persentase pemenuhan kebutuhan BMN Ditjen AHU jumiah kebutuhan BMN yang dianalisis dan
direncanakan dikali 100%
SK Meningkatnya kualitas pelayanan umum, Sekretaris Direktorat Jenderal
10g kerumahtanggaan dan ketatausahaan Ditien AHU Administrasi Hukum Umum
Jumlah pegawai yang puas terhadap layanan
Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum dan kerumahtanggaan dibagi jumlah
umum, kerumah tanggaan dan persuratan pegawai yang memberikan penilaian dikali
100%
SK Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel Sekretaris Direktorat Jenderal
10h di lingkungan Ditjen AHU Administrasi Hukum Umum
Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Hasil survei kepuasan pegawai terhadap
pengelolaan keuangan Ditien AHU layanan pengelolaan keuangan Ditjen AHU
SK Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sekretaris Direktorat Jenderal
10i Ditien AHU yang Efektif dan Efisien Administrasi Hukum Umum

Nilai SAKIP Ditjen AHU

Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja pada Ditjen AHU

Nilai Maturitas SPIP DITJEN AHU

Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP pada
Ditien AHU

6230 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BH

P

SK 11

Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif
Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah
yang efektif dan efisien

Ketua BHP

Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif

BHP

rata-rata dari penjumlahan (Jumiah dokumen
perencanaan anggaran dibagi jumlah target
dokumen perencanaan anggaran dikali 100%),
(jumlah laporan keuangan yang diselesaikan
tepat waktu dibagi jumlah target laporan
keuangan dikali 100%), dan (jumlah
pemberitaan positif di media dibagi jumlah
target pemberitaan di media dikali 100%)

6235 - Penyelenggaraan Kegiatan Dul

SK Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Di Sekretaris Direktorat Jenderal
12a Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Pemasyarakatan
Nilai Reformasi Birokrasi Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Itjen
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil penilaian SAKIP oleh Itjen
Nilai SMART Hasil penilaian dalam aplikasi SMART
Kemenkeu
Nilai IKPA Hasil penilaian IKPA dari Kemenkeu
Presentase SDM yang memenuhi standar Jumlah SDM yang memenuhi standar
kompetensi kompetensi dibagi jumlah total SDM dikali
100%
Jumlah Layanan Perkantoran Menghitung jumlah layanan perkantoran yang
dilakukan Ditjenpas
Jumlah Kendaraan Bermotor Menghitung jumlah kendaraan bermotor yang
dilakukan pemeliharan/pengadaan oleh
Ditienpas
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Menghitung jumlah perangkat pengolah data
dan komunikasi yang dilakukan
pemeliharan/pengadaan oleh Ditjenpas
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Menghitung Jumlah Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran yang dilakukan
pemeliharan/pengadaan oleh Ditjenpas
Jumlah Gedung/Bangunan Menghitung Jumlah Gedung/Bangunan yang
dilakukan pemeliharan/pembangunan oleh
Ditienpas
SK Meningkatnya Pengamanan Pelanggar Hukum Sekretaris Direktorat Jenderal
12b Resiko Tinggi di Lapas/Rutan Pemasyarakatan
Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Menghitung Jumlah Lapas Supermaksimum
Security yang memenuhi standar pengamanan dan dan Maksimum Security yang memenuhi
keamanan standar pengamanan dan keamanan
6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan TS
SK Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Kepala
13a | Satker Lapas/Rutan/LPKA/Bapas/Ru

pbasan

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran

UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel

tepat waktu

Menghitung jumlah dokumen rencana kerja,
anggaran UPT Pemasyarakatan dan
pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan
Kerumah tanggaan

Menghitung Jumlah dokumen pengelolaan
BMN dan Kerumah tanggaan

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi
pegawai pemasyarakatan

Menghitung data dan peningkatan kompetensi

pegawai pemasyarakatan




laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

FORMULASI P

itg Dokumen Pasanaagrn
dan laporan keuangan yang akuntabel dan
tepat waktu

Jumlah Layanan Perkantoran

Menghitung jumlah layanan perkantoran yang
dilakukan UPT

Jumlah Kendaraan Bermotor

Menghitung jumlah kendaraan bermotor yang
dilakukan pemeliharan/pengadaan oleh UPT

Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Menghitung jumlah perangkat pengolah data
dan komunikasi yang dilakukan
pemeliharan/pengadaan oleh UPT

Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Menghitung Jumlah Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran yang dilakukan
pemeliharan/pengadaan oleh UPT

Jumlah Gedung/Bangunan

Menghitung Jumlah Gedung/Bangunan yang
dilakukan pemeliharan/pembangunan oleh
UPT

6236 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi

Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan

Imigrasi sebagai Satuan Kerja

13;2 Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Isn?ikrrztsaiﬂs Direktorat Jenderal
Imigrasi sebagai Unit Kerja Eselon | 9
y : Perhitungan menggunakan metode survey
:nmc?erassrepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
9 Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan iy
18 4}2 Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal ISr;i;rthsains SIS e

Indeks Kepuasan Internal Satuan Kerja Direktorat
Jenderal Imigrasi

Perhitungan menggunakan metode survey
berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00

6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi

SK 15

Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi
keimigrasian di Wilayah

Kepala Kantor Wilayah

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Keimigrasian di Wilayah

Perhitungan menggunakan metode survey
berbasis aplikasi yang dilakukan oleh
Balitbang Hukum dan HAM dengan interval
target 1,00 - 4,00

Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Perhitungan menggunakan metode survey
berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Perhitungan menggunakan metode survey
berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen
Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00

6237 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditien Kekayaan Intelektual

SK 16

Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajerial dan
Teknis Ditjen Kekayaan Intelektual

Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual

Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual

Indeks penilaian Reformasi Birokrasi

SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual

Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Ditjen Kekayaan Intelektual
mendapatkan Nilai Baik

Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada
hasil SMART DJA

Penilaian berdasarkan pada hasil SMART DJA

Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara

6233 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Léinnya iZ)'it_jen PP

SK 17

Terwujudnya layanan kesekretariatan untuk
menunjang tugas fungsi Direktorat jenderal
Peraturan Perundang-undangan

Sekretaris Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen
Eselon | selama tahun berjalan

Jumlah Layanan Intemnal

Jumlah Layanan Internal (Overhead) selama
tahun berjalan

Jumlah Layanan Perkantoran

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran selama
tahun berjalan

6238 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

SK 18

Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis
lainnya pada Direktorat Jenderal HAM

Sekretaris Direktorat Jenderal
Hak Asasi Manusia

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon |

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen
Eselon | selama tahun berjalan

Jumlah Layanan Internal (Overhead)

Jumlah Layanan Internal (Overhead) selama
tahun berjalan

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran selama
tahun berjalan

1614 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis L

ainnya BPHN

SK 19

Terwujudnya layanan dukungan manajemen Badan
Pembinaan Hukum Nasional

Sekretaris Badan Pembinaan
Hukum Nasional




Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan
Pembinaan Hukum Nasional

uLyan uu Mnajemen

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Jumlah Layanan Internal

Jumlah Layanan Internal

Jumlah Layanan Perkantoran

Jumlah Layanan Perkantoran

SP1A2 - Terwujudnya pengelolaan keungan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel

Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan
Kemenkumham

1555. Perencanaan, F’-enganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja

SK 8

Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran
Kementerian Hukum dan HAM

Kepala Biro Perencanaan

Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai
SMART diatas 95

Jumlah satuan kerja yang mendapatkan nilai
smart diatas 95 dibagi jumlah seluruh satuan
kerja dikali 100%

1554. Pengelolaan Keuangan dan PelakSa_naén Anggaran Kementerian Hukum dan HAM

SK9

Mewujudkan tata Kelola keuangan yang efektif dan
efisien

Kepala Biro Keuangan

Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kementerian di atas 93

Jumlah satuan kerja yang mendapatkan nilai
IKPA diatas 93 dibagi seluruh jumlah satuan
kerja dikali 100%

SP1B1 - Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel

Inspektur Jenderal

Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan
Kemenkumham

Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan
Kementerian Hukum dan HAM

1563 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah |

SK 1

Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai
Quality Assurance dan Consulting

Inspektur Wilayah |

Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN
Kemenkumham

Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP

1564 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah ||

SK 3

Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai
Quality Assurance dan Consulting

Inspektur Wilayah I

Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN
Kemenkumham

Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP

1565 - ‘Pe'ngawa_san Kinerja Inspektorat Wilayah [l1

SK 5

Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai
Quality Assurance dan Consulting

Inspektur Wilayah Il

Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN
Kemenkumham

Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP

1566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah 1V

SK7

Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai
Quality Assurance dan Consulting

Inspektur Wilayah IV

Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN
Kemenkumham

Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP

1567 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V

SK 9

Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai
Quality Assurance dan Consulting

Inspektur Wilayah V

Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN
Kemenkumham

Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP

1568 - Pengawasan Kinerja | nspe'ktora-t -Wiiaya.h_VI

Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai

S Quality Assurance dan Consulting Inspektur Wilayah VI
bevall A/ apabmitas ARIF LTJEN Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP
Kemenkumham
Meningkatkan sistem pengendalian internal yang
SP1B | partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan
2 pengawasan intern yang efekif dilingkungan Inspektur Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM

Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM

Laporan hasil Maturitas SPIP dari BPKP

1563 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah |

SK 2

Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko,
untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham
dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

Inspektur Wilayah |

Persentase pemanfaatan penerapan manejemen
resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan
kerja di lingkungan kerja ITWIL |

Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan
manajemen risiko di banding total satuan kerja
dilingkungan ITWIL |

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL |

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL |

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti
dibagi total rekomendasi internal dikali 100%




Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL |

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan

Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang waijib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL |

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
eksternal terkait administrasi yang
ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal
dikali 100%

Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL | yang
mendapatkan predikat WBK/WBBM

Jumlah satuan kerja yang berhasil
memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding
jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di

: Iingl::gnggn ITWIL |

1564 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah Il

SK 4

Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko,
untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham
dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

Inspektur Wilayah |l

Persentase pemanfaatan penerapan manejemen
resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan
kerja di lingkungan kerja ITWIL Il

Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan
manajemen risiko di banding total satuan kerja
dilingkungan ITWIL Il

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL Il

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL 1

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti
dibagi total rekomendasi internal dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL ||

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL II

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
eksternal terkait administrasi yang
ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal
dikali 100%

Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL Il yang
mendapatkan predikat WBK/WBBM

_Niingkugrg_an ITWIL_II :

Jumlah satuan kerja yang berhasil
memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding
jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TP di

1565 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah i

SK 6

Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko,
untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham
dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

Inspektur Wilayah Il

Persentase pemanfaatan penerapan manejemen
resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan
kerja di lingkungan kerja ITWIL IlI

Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan
manajemen risiko di banding total satuan kerja
dilingkungan ITWIL Il

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL Il

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang waijib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL Il

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti
dibagi total rekomendasi internal dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL [lI

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL Il

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
eksternal terkait administrasi yang
ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal
dikali 100%

Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL 11l
yang mendapatkan predikat WBK/WBBM

Jumlah satuan kerja yang berhasil
memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding
jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di

1566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV

angingen TWIL I

SK 8

Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko,
untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham
dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

Inspektur Wilayah IV

Persentase pemanfaatan penerapan manejemen
resiko dalam pelaksanaan tug as dan fungsi satuan
kerja di lingkungan kerja ITWIL IV

Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan
manajemen risiko di banding total satuan kerja
dilingkungan ITWIL IV




Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja [TWIL IV

Juah reea '

sil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
administrasi di lingkungan kerja [TWIL IV

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti
dibagi total rekomendasi internal dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
eksternal terkait administrasi yang
ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal
dikali 100%

Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV
yang mendapatkan predikat WBK/WBBM

Jumlah satuan kerja yang berhasil
memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding
jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di

1567 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V.~

| lingkungan ITWIL IV

Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko,

berbasis Tl

SK 10 | untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham Inspektur Wilayah V
dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
Persentase pemanfaatan penerapan manejemen Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan
resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan manajemen risiko di banding total satuan kerja
kerja di lingkungan kerja ITWIL V dilingkungan ITWIL V
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Internal terkait pengembalian ke kas negara
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%
Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti
administrasi di lingkungan kerja ITWIL V dibagi total rekomendasi internal dikali 100%
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Internal terkait pengembalian ke kas negara
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V internal yang waijib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%
Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut | Yumiah rekomendasi hasil pengawasan
: - : : eksternal terkait administrasi yang
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal
administrasi di lingkungan kerja ITWIL V dikali 100%
Jumlah satuan kerja yang berhasil
Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding
yang mendapatkan predikat WBK/WBBM jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di
) = e Iingkungan ITW{LV 2
1568 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko,
SK 12 | untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham Inspektur Wilayah VI
dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
Persentase pemanfaatan penerapan manejemen Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan
resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan manajemen risiko di banding total satuan kerja
kerja di lingkungan kerja ITWIL VI dilingkungan ITWIL VI
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Internal terkait pengembalian ke kas negara
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%
Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti
administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI dibagi total rekomendasi internal dikali 100%
Jumiah rekomendasi hasil pengawasan
Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Internal terkait pengembalian ke kas negara
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%
Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut gaggg;sgkm;ifg;ﬂi:??:_lap?ngﬁwasan
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Ekstemal terkait | o iansieipe oo 0 o intemal
administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI dikall 100%
Jumlah satuan kerja yang berhasil
Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding
yang mendapatkan predikat WBK/WBBM jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di
lingkungan ITWIL VI
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif
SP1B | dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan | e
3 HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan NSpESincencers




Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal
FIBB"

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kemenkumham

persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB
minimal 90

Laporan Hasil Evaluasi PMPRB
Kemenkumham

Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh
predikat WBK/WBBM (Prioritas nasional)

Hasil Evaluasi Satker WBK/WBBM dari
KemenpanRB

Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan
HAM

Hasil Penilaian Mandiri Persepsi Integritas
Kemenkumham oleh ITJEN

Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko,
SK 2 | untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham
dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBEM

Inspektur Wilayah |

Persentase pemanfaatan penerapan manejemen
resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan
kerja di lingkungan kerja ITWIL |

Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan
manajemen risiko di banding total satuan kerja
dilingkungan ITWIL |

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja [TWIL |

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL |

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Intenal terkait administrasi yang ditindaklanjuti
dibagi total rekomendasi internal dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL |

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL |

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
eksternal terkait administrasi yang
ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal
dikali 100%

Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL | yang
mendapatkan predikat WBK/WBBM

Jumlah satuan kerja yang berhasil
memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding
jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di

Iing}(ungan 7IVTW|L I

Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko,

dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

SK 4 | untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham Inspektur Wilayah |1
dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
Persentase pemanfaatan penerapan manejemen Juﬁ":}gg;i??izitgrﬁ g:ng.telathtrr;en(:rz%kf nr'a
resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan 2';“” Ij<un phis £ g nding total satuan kerj
kerja di lingkungan kerja ITWIL Il gkung
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Internal terkait pengembalian ke kas negara
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL Il internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%
Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti
administrasi di lingkungan kerja ITWIL Il dibagi total rekomendasi internal dikali 100%
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Internal terkait pengembalian ke kas negara
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL Il internal yang waijib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%
Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Jumizh rekomgndasn'h§5fl gy asan
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait ekstemal terkalt administrasi yang
g it tn alli i . nm  keria ITWIL 1 ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal
administrasi di lingkungan kerj dikali 100%
Jumlah satuan kerja yang berhasil
Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL li memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding
yang mendapatkan predikat WBK/WBBM jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di
1 . Ll Sl Llingkungan IWILIL
1565 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah Ill
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko,
SK 6 untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham Inspektur Wilayah I11

Persentase pemanfaatan penerapan manejemen
resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan
kerja di lingkungan kerja ITWIL Il

Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan
manajemen risiko di banding total satuan kerja
dilingkungan ITWIL Il

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL 11l

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%




Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL 11l

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti
dibagl total rekomendasi internal dikali 100%

PENANGGUNG JAWAB

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja I[TWIL 1]

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
administrasi di lingkungan kerja [TWIL IlI

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
eksternal terkait administrasi yang
ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal
dikali 100%

Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL Il|
yang mendapatkan predikat WBK/WBBM

Jumlah satuan kerja yang berhasil
memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding
jumiah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di
lingkungan ITWIL il

1566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV

SK 8

Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko,
untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham
dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

Inspektur Wilayah 1V

Persentase pemanfaatan penerapan manejemen
resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan
kerja di lingkungan kerja ITWIL IV

Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan
manajemen risiko di banding total satuan kerja
dilingkungan ITWIL IV

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti
dibagi total rekomendasi internal dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja [TWIL IV

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
eksternal terkait administrasi yang
ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal
dikali 100%

Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV
yang mendapatkan predikat WBK/WBBM

Jumlah satuan kerja yang berhasil
memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding
jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TPI di

156-7‘-;Peﬁg'awés,an:.Kin"erja Inéﬁéktorat"Wﬂaiahltl':Vl '

Iin_gkungan ITWIL IV

SK10

Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko,
untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham
dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

Inspektur Wilayah V

Persentase pemanfaatan penerapan manejemen
resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan
kerja di lingkungan kerja ITWIL V

Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan
manajemen risiko di banding total satuan kerja
dilingkungan ITWIL V

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL V

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti
dibagi total rekomendasi internal dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL V

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
eksternal terkait administrasi yang
ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal
dikali 100%

Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V
yang mendapatkan predikat WBK/WBBM

Jumlah satuan kerja yang berhasil
memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding
jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TP di

| lingkungan ITWIL V

1568 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah Vi

SK 12

Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko,
untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham
dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

Inspektur Wilayah VI

Persentase pemanfaatan penerapan manejemen
resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan
kerja di lingkungan kerja ITWIL VI

Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan
manajemen risiko di banding total satuan kerja
dilingkungan ITWIL VI




Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait administrasi yang ditindaklanjuti
dibagi total rekomendasi internal dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Internal terkait pengembalian ke kas negara
yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi
internal yang wajib dikembalikan ke kas
negara dikali 100%

Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait
administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
eksternal terkait administrasi yang
ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi internal
dikali 100%

Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI
yang mendapatkan predikat WBK/WBBM

Jumlah satuan kerja yang berhasil
memperoleh predikat WBK/WBBM dibanding
jumlah satuan kerja yang lolos penilaian TP di
lingkungan ITWIL VI

1569 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Te

nis Lainnya Itien Kementerian Hukum dan HAM

Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang
SK 13 | pencegahan dan pemberantasan korupsi /pungutan
liar

Sekretaris Inspektorat
Jenderal

Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar
(UPP) Kementerian Hukum dan HAM

Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit
Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)
Kementerian Hukum dan HAM, yang disusun

Mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan Tata
SK 14 | Kelola organisasi dan Reformasi Birokrasi
Inspektorat Jenderal

Sekretaris Inspektorat
Jenderal

Indeks RB ITJEN

Hasil Evaluasi PMPRB ITJEN oleh APIP

Nilai SAKIP ITJEN "Baik"

Hasil Evaluasi SAKIP ITJEN oleh APIP

Nilai Maturitas SPIP ITJEN

Hasil Evaluasi Maturitas SPIP ITJEN oleh
APIP

SK 15 Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat
yang berkualitas, berintegritas dan professional

Sekretaris Inspektorat
Jenderal

Presentase SDM yang memenuhi standar
kompetensi

Jumlah SDM ITJEN yang memenuhi standar
kompetensi dibagi Total pegawai ITJEN dikali
100%

Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai
Kemenkumham

Hasil Survey Internalisasi Pegawai ITJEN atas
Tata Nilai Kemenkumham

Mengembangkan kualitas Sistem Informasi
SK 16 | dilingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan
esponsive

Sekretaris Inspektorat
Jenderal

Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi
Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang
Pengawasan/Pengendalian Internal

Jumlah layanan teknologi informasi yang
terfasilitasi dibagi dengan perencanaan
pengembangan teknologi informasi
(kebutuhan pengguna/ user)

SK 17 | Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel

Sekretaris Inspektorat
Jenderal

Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang
akuntabel

Jumlah realisasi anggaran layanan
perkantoran (001) dibagi total anggaran (001)
dikali 100%

Jumlah realisasi anggaran layanan
perkantoran (002) dibagi total anggaran (002)
dikali 100%

Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN,
dan Sarpras Internal

Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumah tanggaan,

SK 18 Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat
Jenderal yang optimal dan Akuntabel

BMN, dan Sarpras Internal yang difasilitasi

Sekretaris Inspektorat
Jenderal

Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel

Hasil laporan keuangan Kemenkumham

Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran
Inspektorat Jenderal

Persentase realisasi keuangan ITJEN

Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL
ITJEN yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi CHR Anggaran yang
ditindaklanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi
CHR Anggaran dikali 100%

SpiC Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi

dipublikasikan di Jurnal.

¥ sitasi tahun sebelumnya (n-1)

Manusia
Persentase rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan Lrekomendasi yang dimanfaatkan _ 100
pembangunan hukum nasional dan perumusan z-rekame-ndasi yang dihasilkan =
kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Persentase peningkatan sitasi KTI yang L sitasi tahun sekarang (n)= T sitasé tahun sedelumnya (n=1) £ 100%

5854 - Penelitian dan Pengembangan Hukum




Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hukum sebagai bahan
pembangunan hukum nasional dan perumusan
kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hukum

Persentase rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai
bahan pembangunan hukum nasional dan
perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

Yrekomendasi yang dimanfaatkan
E-rekom.eﬂdasi yang dihasilkan

x10(

5855 - Pehelitian'dan Pengembang’an.Ha[g._A_sjagi Manusia

SK 2

Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai bahan
pembangunan hukum nasional dan perumusan
kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hak Asasi
Manusia

Persentase rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan Hak Asasi Manusia yang
dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum
nasional dan perumusan kebijakan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lrekomendasi yang dimanfaatkan
E-rekomendasi yang dihasilkan

2104

5856 - Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

SK 3

Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan kebijakan sebagai bahan
perumusan kebijakan teknis substantif dan
administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Kepala Pusat Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan

Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat
Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi
dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan
HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan
layanan publik Kementerian Hukum dan HAM

Y rekomendasi yang dimanfaatkan
z‘rekomendasi yang dihasilkan

2 10(¢

Persentase rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan
sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
substantif dan administratif Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Y rekomendasi yang dimanfaatkan
E-rekome ndasi yang dihasilkan

x 100

5857 - Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum da

n Hak Asasi Manusia

Temanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis
data penelitian hukum dan hak asasi manusia

Kepala Pusat Pusat
Pengembangan Data dan

hukum dan hak asasi manusia

S sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Informasi Penelitian Hukum
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dan Hak Asasi Manusia
Persentase pemanfaatan data dan informasi produk | 2 data daninformasi yang dimanfaatken 10
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan 5 data dan informasi yang dihasilkan  ~
Hak Asasi Manusia berbasis Teknologi Informasi

Kepala Pusat Pengembangan

SK5 Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum Data dan Informasi Penelitian

dan hak asasi manusia Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Persentase peningkatan sitasi KT yang %, sitasi tahun sekarang (n)- T ritasi tahun sebelumnya (n=1) +100%

dipublikasikan di jurnal I sitasi tahun sebelumnya (n-1)
Kepala Pusat Pengembangan

SK6 Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian Data dan Informasi Penelitian

Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

Persentase kepuasan masyarakat pengguna
terhadap akses layanan sistem informasi dan
kualitas informasi publik

. Realisasi Capaian

x 100%

I Target Capaian

1619 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SK7

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk
Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sekretaris Badan Penelitian
dan Pengembangan
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Z pegawai yang mendapat layanan dukungan
manajemen x 100%
Z pegawai seluruhnya

Persentase Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi

Z capaian kinerja reformasi birokrasi x 100%
Z target kinerja reformasi birokrasi

Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan
perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Z masyarakat yang mendapat kepuasan dari
layanan perpustakaan x 100%

Z masyarakat yang mendapat layanan
perpustakaan

Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran
yang akuntabel, efektif dan tepat waktu

2 capaian kinerja pelaksanaan anggaran x
100%

Z target kinerja pelaksanaan anggaran




Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan
Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

penelitian dan pengembang
manusia

Z Opini positif terhadap pemberitaan kinerja x
100%
X pemberitaan kinerja

| Kepala Kantor Wilayah

Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah
sebagal bahan penelitian dan pengembangan
hukum dan hak asasi manusia

T rekomendasi yang dtmemfuatkaﬁ
T rekomendasi yang dihasilkan

100

Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang
disosialisasikan di wilayah

Jumlah Hasil penelitian hukum dan hak asasi
manusia yang disosialisasikan di wilayah
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